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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Sejarah dan Keadaan Geografi
Kota Lubuklinggau merupakan kota madya yang setara dengan Kabupaten,
Kota ini pada tahun 1929 berstatus sebagai Ibukota Marga Sindang Kelingi
dibawah Order District Musi Ulu, Order District Musi Ulu sendiri Ibukotanya
adalah Muara Beliti, pada tahun 1933 Ibukota Order District Musi Ulu dipindah
dari Muara Beliti ke Lubuklinggau, lalu tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi
Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan pada waktu Clash I
tahun 1947 Lubuklinggau diadikan Ibukota Pemerintahan Propinsi Sumatera
Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi
Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang, Tahun 1956
Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat Il Musi Rawas, tahun
1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tanggal 30

Oktober 1981 Lubuklinggau statusnya sebagai Kota Administratif.

Tepat pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 2 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya
ditingkatkan menjadi Kota, pada tanggal 17 Oktober 2001 Lubuklinggau

diresmikan menjadi Daerah Otonom.

Kota Lubuklinggau adalah kota berkembang yang merupakan salah satu
kota setingkat Kabupaten yang merupakan bagian dari Propinsi Sumatera

Selatan dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas,
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pembangunan di Kota Lubuklinggau sendiri berjalan pesat seiring dengan
permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah

yang dapat mengantisipasi perkembangan kota.

Letak astronomi Kota Lubuklinggau berada antara 102° 40’ 00” — 103° O
00” Bujur Timur (BT) dan 3° 4’ 10” — 3° 22’ 30” Lintang Selatan (LS).
Luaswilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001 adalah
401,50 Km? atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter di atas

permukaan laut.

CPROPINS]  Saom
BANGEA BFIATT' N,
£

A

e :
ROPINSI 4 1 MBI

PR i

»UCREALA

PROPINSI T AMPUNG

— S W
Gambar 4.1
Peta Wilayah Kota Lubuklinggau

Secara geografi, Kota Lubuklinggau memiliki posisi strategis pada jalur
transportasi lintas Sumatera, batas wilayah Kota Lubuklinggau adalah :
» Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan BKL. Ulu Terawas,

Kabupaten Musi Rawas
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s Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

» Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengkulu

»  Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu

FETAKOTA
LUBUKLINCGAU

Gambar 4.2
Peta Batas Wilayah Kota Lubuklinggau

2. Jarak dari Ibukota Lubuklinggau ke Kecamatan dan Ibukota Propinsi

a. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Kecamatan Lubuklinggau
Barat I yaitu* 5 Km
b. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Kecamatan Lubuklinggau

Barat II yaitu -2 Km

c. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Kecamatan Lubuklinggau

Timur I yaitu * 7 Km
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d. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Kecamatan Lubuklinggau

Timur II yaitu * 3 Km

e. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Ibukota Kecamatan

Lubuklinggau Utara I yaitu * 11 Km

f. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Kecamatan Lubuklinggau

Utara II yaitu * 3 Km

g. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Kecamatan Lubuklinggau

Selatan I yaitu * 10 Km

h. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Kecamatan Lubuklinggau

Selatan II yaitu * 8 Km

i. Jarak Antara Ibukota Lubuklinggau ke Ibukota Propinsi Sumatera
Selatan Palembang yaitu © 388 Km
Penghitungan jarak ini berdasarkan jarak yang digunakan oleh angkutan

darat (jalan raya).

3. Keadaan Iklim

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah
hujan antara 5 — 1622 mm per bulan dimana setiap tahun jarang sekali
ditemukan bulan kering.Selama tahun 2013 curah hujan tertinggi terjadi pada

Bulan Mei dan terendah pada Bulan Agustus.
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Gambar/Figure 1.3
. -Banyaknya Curah Hujan Menurut Kecamatan dan Bulan di Kota
: ' Lubuklinggau, 2013 '
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Gambar 4.3
Curah Hujan Kota Lubuklinggau Tahun 2013

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah curah hujan
tertinggi selama tahun 2013 terjadi di Bulan Mei dan Oktober sedangkan curah

hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus dan September.

4. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau tahun 2013 sebanyak 213.018 jiwa.
Adapun jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 209.593 jiwa. Dengan kata lain
penduduk Kota Lubuklinggau jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami
peningkatan sebesar 1,63 persen. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin
adalah 106.709 orang laki-laki dan 106.309 orang perempuan, yang berarti seks
rasio sebesar 100,38. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki hampir sama
dengan jumlah penduduk perempuan.

Struktur umur penduduk Kota Lubuklinggau tergolong penduduk “muda”

karena proporsi penduduk di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, mencapai 30
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persen dan penduduk tua (umur di atas 60 tahun) hanya sekitar 5
persen.Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan pola yang sama
dengan tahun 2012. Dari delapan kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau,
Kecamatan Lubuklinggau Utara II memiliki jumlah penduduk paling banyak
(16,17 persen), kemudian diikuti oleh Kecamatan Lubuklinggau Timur I (15,78
persen), dan Kecamatan Lubuklinggau Timur II (14,99 persen). Sedangkan
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I merupakan kecamatan dengan jumlah
penduduk paling sedikit (6,89 persen).

Definisi angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
bekerja, sementara tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang
mempersiapkan usaha.Penduduk berumur kurang dari 15 tahun meskipun telah
melakukan pekerjaan guna memenuhi atau membantu memenuhi kebutuhan
hidup tidak termasuk kategori angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian
dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah
atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu
sendiri.Hal ini terjadi karena faktor alamiah, seperti kelahiran, kematian,
maupun perpindahan penduduk yang menuju pada bergesernya pola
kependudukan secara keseluruhan.Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja di
Kota Lubuklinggau sebanyak 99.900 orang.Angka ini terdiri dari 88.091 orang
bekerja dan 6.809 pengangguran. Oleh karena itu, tingkat pengangguran tebuka
di Kota Lubuklinggau sebesar 7,17 persen. Angka pengangguran ini dihitung
dengan mendifinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan
usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah mendapat

pekerjaan tetap, tetapi belum mulai bekerja.
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5. Objek Wisata

Kota Lubuklinggau sebagai kota transit juga memiliki keindahan alam yang
menjadi objek wisata sebagai daya tarik bagi wisatawan yang berkujung ke
Lubuklinggau, antara lain :

1. Bukit Sulap

Kawasan objek wisata Bukit Sulap terletak + 2 km dari pusat Kota
Lubuklinggau. Bukit Sulap merupakan objek wisata alam yang berbentuk
bukit yang cukup besar dengan ketinggian + 700 m dari permukaan laut
dengan tumbuh-tumbuhan yang alami dan asri serta bertemperatur udara
yang sejuk. Untuk sampai kepuncaknya membutuhkan waktu + 1,5 jam
berjalan kaki melalui jalan setapak berbatu dan tanah. Bukit ini cukup
menantang bagi wisatawan dan pencinta alam yang senang berpetualang.

Dari puncak Bukit Sulap pengunjung dapat leluasa memandang
keindahan alam Kota Lubuklinggau, apalagi di malam hari akan lebih
menarik lagi.

Di samping itu, di puncak Bukit Sulap terdapat tumbuh-tumbuhan
berupa bambu yang unik, batangnya berwarna seperti warna bambu yang
umumnya berwarna hijau bersih namun dahan dan ranting-rantingnya
berwarna kuning serta berduri-duri. Selain itu terdapat juga bambu yang
batangnya berlubang seperti bambu biasa tapi dahan dan ranting-
rantingnya buntu sehingga menjadikan bambu ini mempunyai keunikan
dan kekhasan tersendiri yang mungkin tidak terdapat di tempat lain.

Yang tidak kalah menariknya di lereng Bukit Sulap terdapat sungai

dengan air yang bening. Sungai tersebut diberi nama sungai Kesie, airnya

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 58

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUYKRdf

mengalir di sepanjang sungai tersebut dengan panorama alam yang indah
sehingga Bukit Suiap akan memberikan ketenangan dan kesejukan
tersendiri sebagai objek wisata bagi para pengunjung ataupun wisatawan.

Di lereng Bukit Sulap juga terdapat situs berupa 4 (empat) buah
kuburan, kuburan itu diberi nama kuburan Bujang Kurap, bahkan oleh
masyarakat Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau sudah
dikeramatkan.

Bujang Kurap adalah salah satu cerita rakyat Musi Rawas dan Kota
Lubuklinggau yang mengisahkan kesaktian seseorang pada masa itu.
Lokasi situs Bujang Kurap di Sidorejo Kelurahan Pelita Jaya Kecamatan
Lubuklinggau Barat I + 1 km dari pusat Kota Lubuklinggau. Untuk
mencapai komplek situs pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2
(dua) atau berjalan kaki, tidak dapat dicapai dengan kendaraan roda 4
(empat) karena lokasi situs tersebut dipisahkan oleh aliran Sungai Kelingi.
Di atas sungai ini terdapat sebuah jembatan gantung, jembatan gantung
inilah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai lokasi situs
Bujang Kurap.

Bukit sulap juga identik dengan Kota Lubuklinggau, karena Bukit
sulap merupakan lambang dari Kota Lubuklinggau yang dapat dilihat atau
dipandang dari semua penjuru Kota Lubuklinggau.

2. Air Terjun Watervang

Objek wisata ini adalah bangunan bendungan air Sungai Kelingi

yang dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1941. Fungsi

utamanya sebagai pengairan persawahan yang luasnya + 8.000 ha yang
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terletak di kawasan sepanjang Sungai Kelingi Kota Lubuklinggau sampai
ke Kecamatan Tugu Mulyo dan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Di samping fungsi utama bendungan sebagai pengairan persawahan
juga objek wisata, yang akan memberikan nuansa tersendiri bagi para
pengunjung. Watervang juga, memiliki nilai historis bagi bangsa Indonesia
pada umumnya dan kabupaten Musi Rawas serta Kota Lubuklinggau pada
khususnya.

Objek wisata ini terletak + 5 km ke arah timur pusat Kota
Lubuklinggau. Untuk mencapai objek wisata tersebut hanya memerlukan
waktu + 15 menit dengan kendaraan roda dua atau roda empat.

Objek wisata ini sudah dikenal luas oleh warga masyarakat
Kabupaten Musi rawas, Kota lubuklinggau, Sumatera Selatan dan
sekitarnya.

3. Museum Sriwijaya Subkoss Garuda

Museum subkoss Garuda Sriwijaya ini menempati bangunan ex-
rumah dinas Bupati Kabupaten Musi Rawas yang peresmiannya pada
tahun 1988 sebagai Museum Perjuangan dengan arsitektur tradisional.
Luas bangunan Museum Subkoss Garuda Sriwijaya 1.700 m?, terletak di
pusat Kota Lubuklinggau mudah untuk dicapai.

Di museum ini terdapat + 184 koleksi barang-barang bersejarah yang
pernah dipakai atau digunakan oleh para pejuang pada pertempuran untuk
mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dari kaum penjajah.
Pemerintah Kota Lubuklinggau memanfaatkan museum Subkoss Garuda

Sriwajaya sebagai objek wisata Sejarah. Koleksi barang-barang bersejarah
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yang dimiliki oleh museum ini antara lain : Log. Kereta Api, Mobil Jeep
STD, Tombak, Senjata Api, dll. Museum Subkoss Garuda Sriwijaya ini
juga melambangkan perjuangan rakyat Sumatera Selatan.

Keberadaan museum ini sangat bermanfaat untuk memberikan
informasi tentang perjuangan, kepahlawanan, pengetahuan dan wawasan
sejarah kepada generasi muda. Museum ini merupakan satu-satunya objek
wisata sejarah di Kota Lubuklinggau dan telah menjadi kebanggaan warga
Kota Lubuklinggau.

4. Air Terjun Mesat

Kawasan objek wisata ini terletak di Kelurahan Air Temam
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I + 9 km ke arah selatan dari pusatKota
Lubuklinggau, hanya membutuhkan waktu + 20 menit untuk mencapai
objek wisata tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4.
Objek Wisata Air Terjun Mesat, merupakan air terjun yang bersumber dari
Air Sungai Mesat. Air Terjun ini menjadi objek wisata yang cukup
menarik, air sungai ini juga digunakan oleh penduduk sekitar untuk mandi
dan mencuci. Ketinggian air terjunnya + 7 m terletak di jalan poros
penghubung antara Kelurahan Air Temam dan Kelurahan Rahma.

Di atas air terjun ini terdapat sebuah jembatan untuk menuju Kantor
Lurah Air Temam dan Kantor Lurah Rahma. Dari atas jembatan
penghubung antara Kelurahan Air Temam dan Kelurahan Rahma tersebut
pengunjung dapat menikmati pemandangan Air Terjun Mesat dan alam
sekitarnya. Air terjun ini akan menjadi lebih menarik bila musim hujan

turun karena air sungai menjadi besar dari biasanya dan akan memberikan
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keindahan tersendiri. Lokasi Air terjun Mesat ini tidak jauh dari kawasan
perkampungan penduduk dan perkebunan karet. Untuk mencapai objek
wisata ini ada dua jalan arternatif yang dapat ditempuh yaitu melalui
Kelurahan Air Temam atau Kelurahan Rahma, jalannya cukup baik, sepi
dan tenang jauh dari hiruk piruk dan kebisingan kendaraan bermotor serta
aktivitas masyarakat. Disisi kiri dan kanan objek wisata wisata ini terdapat
kebun dan perkebunan karet masyarakat. Lingkungan objek wisata ini
masih alami jauh dari polusi, sehingga dapat memberikan kesegaran dan

kesejukan kepada para wisatawan

B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau

1. Visi dan Misi
Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau yaitu

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju

penduduk berkualitas. Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Lubuklinggau yaitu :

a. Mengembangkan kebijakan dan system untuk menghimpun data,
menertibkan identitas dan penetapan status penduduk secara legal.

b. Memadukan kebijakan sehingga mampu menyediakan data dan informasi
kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik
dan pembangunan.

c. Mengembangkan prasarana hukum, kelembagaan, kepedulian dan peran
serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan administrast

kependudukan.
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d. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras
dan seimbang antara jumlah pertumbuhan, kualitas dan persebaran dengan
daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kota Lubuklinggau
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penjabaran

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Lubuklinggau, Pasal 3 menyebutkan Dinas  mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Provinsi. Adapaun fungsi dari Dinas ini berdasarkan pasal 4, yaitu:

a. Perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan
administrasi kependudukan, catatan sipil dan mobilitaspenduduk;

b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, catatan sipil dan
mobilitas penduduk;

c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, catatan
sipil dan mobilitas penduduk;

d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang administrasi
kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk;

e. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikotasesuai tugas pokok dan

fungsinya.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 63

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBOKAS

Untuk menjalankan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Lubuklinggau memiliki susunan organisasi yang berdasarkan pasal 5 sebagai
berikut :

Susunan Organtisasi Dinas terdiri dari :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum;

b) Sub Bagian Keuangan; dan

c) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan:

a) Seksi Mutasi Penduduk; dan

b) Seksi Peristiwa Kependudukan.

4) Bidang Informasi dan Kependudukan, membawahkan:

a) Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;

b) Seksi Pelayanan Informasi; dan

¢) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi.

5) Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
a) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak;
b) Seksi Perkawinan dan Penceraian.

6) UPTD; dan

7) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Lubuklinggau
Gambar diatas merupakan gambar Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Lubuklinggau, berdasarkan
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai
tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta
kegiatan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikanpenyusunan  dan

pelaksanaan program sertamelaksanakan urusan kesekretariatan lainnya
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untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan dan administrasi kepegawaian;
c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;
d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Pendaftaran Penduduk
Pasal 10

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Dinas dalam bidang pendaftaran penduduk.

Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang
Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pendaftaran penduduk;
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b. Merumuskan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Pendaftaran
penduduk dan pengendalian kependudukan;

c. Memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan
konsultasi administrasi kependudukan;

d. Melayani pendaftaran penduduk dalam system Informasi administrasi
kependudukan;

e. Menginventarisasi permasalahan pendaftaran penduduk guna menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 12
Seksi Peristiwa Kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan kegiatan pendaftaran penduduk;

b. Melaksanakan pencatatan, pemutakhiran (verifikasi dan validasi) dan
biodata penduduk, pelayanan pendaftaran penduduk untuk proses
penerbiatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta perubahannya;

c. Merencanakan kebutuhan dokumen serta formulir-formulir irput data,
blanko Kartu Keluarga (KK), blanko Kartu Tanda Penduduka (KTP) atau
surat keterangan kependudukan lainnya;

d. Melakukan pelayanan proses penerbitan dokumen kependudukan berupa
KK, KTP, atau surat keterangan kependudukan lainnya melalui Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.
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Bagian Keempat
Bidang Informasi Kependudukan
Pasal 13
Bidang Informasi Kependudukan mempunyai tugas pokok merumuskan,
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan,
menyusun dan melaksanakan kebijakan  di bidang informasi kependudukan.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 13, Bidang
Informasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan di bidang informasi kependudukan;
b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan
kependudukan;
c. Memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan
konsultasi di bidang informasi dan kependudukan;
d. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
e. Melaksanakan penataan dan perawatan dokumen kependudukan dan
catatan sipil; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
Adapun bidang/bagian yang melaksanakan secara teknis dalam urusan akta
pengangatan anak adalah dalam bidang catatan sipil, oleh karena itu
peneliti disini hanya menjelaskan tugas pokok dan fungsi dalam bidang itu

saja.
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Bagian Kelima
Bidang Catatan Sipil
Pasal 16
Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan,
menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang catatan sipil.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16, Bidang
Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan di bidang catatan sipil;
b. Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksananakan kebijakan di bidang
catatan sipil;
c. Melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas dibidang catatan sipil
d. Memfasilitasi sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan
konsultasi pelaksanaan di bidang catatan sipil;
e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang catatan
sipil; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 18
Seksi Kelahiran,Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak:
a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pencatatan di bidang kelahiran,
kematian dan pengakuan pengesahan anak;

b. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
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supervisi dan konsultasi pencatatan di bidang kelahiran, kematian dan
pengakuan pengesahan anak;

c. Melaksanakan pelayanan pencatatan di bidang kelahiran, kematian
dan pengakuan pengesahan anak;

d. Melaksanakan penerbitan akta kelahiran, kematian dan perubahannya
serta pengakuan pengesahan anak;

e. Melakukan pencatatan status kewarganegaraan dan perubahan nama;

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pclaporan penyelenggaraan
pencatatan kelahiran dan kematian, serta pencatatan status
kewarganegaraan dan perubahan nama; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

C. Akta Pengangkatan Anak

Akta pengangkatan adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang pengangkatan anak.
"Setiap Pengangkatan Anak" wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pencatatan peristiwa pelaporan
pengangkatan anak dicatat pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
dengan memberi catatan pinggir.

Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negera

Indonesia diluar Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan ke
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Kemudian Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan tersebut mengukuhkan surat keterangan
pengangkatan anak Adapun manfaat dari Akta Pengangkatan Anak (Bagi
Masyarakat) yaitu : Bukti sah untuk menentukan kedudukan hukum seseorang
anak, Akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna
di depan hakim, Sebagai penentuan wali bagi anak, Penentuan status ahli waris
Adapun manfaat dari Akta Pengangkatan Anak (Bagi Pemerintah) yaitu
Meningkatkan tertib adminitrasi kependudukan, Merupakan penunjang data bagi
perencanaan pembangunan masyarakat, Pengawasan dan pengendalian terhadap
orang asing yang datang ke Indonesia.
1. Landasan Hukum
Didalam pengangkatan anak harus dilandaskan pada landasan hukum
yang kuat dimana bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, adapun dasar
hukum pengangkatan anak ialah:
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan
d. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi
Kependudukan

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil

g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

2. Manfaat Akta Pengangkatan Anak
Akta Pengangkatan Anak merupakan dokumen yang sangat penting
yang memberikan manfaat kepada anak angkat antara lain :

a. Pemberian nama oleh orang tua angkat

b. Warisan

c. Tunjangan Keluarga

d. Asuransi Jiwa

e. Pengurusan TASPEN

f. Perwalian

3. Prosedur dan tata cara penerbitan akta pengangkatan anak
Dalam hal memperoleh pelayanan akta pengangkatan anak yang harus
dipenuhi dan dilaksanakan oleh calon orang tua angkat adalah sebagai
berikut :
a. Pemohon
Mengisi formulir permohonan pencatatan ganti nama serta
melampirkan persyaratan yang diperlukan.

b. Petugas Loket :
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1) Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan ganti nama
beserta persyaratan yang diperlukan.
2) Mengirim berkas permohonan beserta persyaratan kepada Kepala
Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan Anak.
c. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan Anak
1) Menerima dan meneliti berkas permohonan yang diajukan
2) Memberi petunjuk dan meneruskan kepada Petugas Operator untuk
diproses.
d. Petugas Operator :
1) Menerima petunjuk dan meneliti berkas permohonan dari Kepala
Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan Anak
2) Melakukan proses pencatatan dan membuat catatan pinggir pada
akta dan kutipan akta yang bersangkutan
3) Melakukan proses pencetakan rancangan akta dan kutipan akta
4) Menyerahkan hasil pencetakan rancangan akta dan kutipan akta yang
telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan kepada
Kepala Seksi Keiahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan
Anak
e. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan Anak
1) Menerima dan meneliti hasil pencetakan rancangan akta dan kutipan
akta yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan
dari Petugas Operator serta memarafnya
2) Meneruskan kepada Kepala Bidang Catatan Sipil

f. Kepala Bidang Catatan Sipil :
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1) Menerima dan meneliti hasil pencetakan rancangan akta dan kutipan
akta yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan
dari Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan
Anak

2) Mengirim hasil pencetakan akta dan kutipan akta yang telah diberi
catatan pinggir beserta berkas permohonannya kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil serta memarafnya

g. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil :

1) Menerima rancangan akta dan kutipan akta yang telah diberi catatan
pinggir beserta berkas permohonan dari Kepala Bidang Catatan Sipil

2) Menanda tangani catatan pinggir pada akta dan kutipan akta
kelahiran

3) Mengirim akta dan kutipan akta beserta berkas permohonannya
kepada Kepala Bidang Catatan Sipil

h. Kepala Bidang Catatan Sipil :

1) Menerima akta dan kutipan yang telah diberi catatan pinggir beserta
berkas permohonan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil

2) Menyerahkan kutipan akta kepada Kepala Seksi Kelahiran,
Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan Anak untuk diteruskan
kepada petugas loket pelayanan

3) Mengirim berkas dan akta kepada Kepala Bidang Informasi dan
Kependudukan untuk didokumentasikan

i. Petugas Loket Pelayanan :
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1) Menerima kutipan akta dari Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, dan
Pengesahan/Pengakuan Anak
2) Menyerahkan kutipan akta pada pemohon
3) Membuat tanda terima penyerahan kutipan akta
j- Pemohon :
1) Menanda tangani tanda terima penyerahan kutipan akta
2) Menerima kutipan akta dan bukti pembayaran dari petugas loket
4. Persyaratan
Sebagai suatu sistem dalam sebuah negara pencatatan akta
pengangkatan anak bersifat specialis maka dari itu setiap masyarakat yang
ingin mendapatkan akta pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan
yaitu :
a. Akta Pengakuan Anak
Anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui dan disahkan dalam
perkawinan orang tuanya. Apabila agamanya membenarkan,
persyaratannya sebagai berikut:
o Akta Kelahiran Anak.
¢ Foto copy KK dan KTP orang tua yang pemohon pencatatan dan
pengakuan anak (ayah biologis dan ibu kandung).
o Berkas persyaratan: Surat Pengantar Lurah dari ibu, Akte kelahiran
orang tua, dan yang mengadopsi.
o Jika orang tua lalai dalam permohonan sehingga pencatatan di

lakukan setelah perkawinan, maka pengakuan dan pengesahan
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dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan
Negeri.
b. Pengesahan
Pengesahan dalam pengangkatan anak adalah bentuk pengakuan negara
atas status keperdataan seorang anak. Dalam pengertian yang lebih
kongkrit pencatatan akta pengangkatan anak memberikan pengakuan
hukum dari negara terhadap identitas dan riwayat seorang anak, dalam

pengesahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

e Mengisis formulir pelaporan dan pengakuan + formulir buku
dokumen.

¢ Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi (harus hadir).

® Penanda tanganan register pengakuan (orang tua dan 2 saksi).

e Pangangkatan anak (adopsi) dilakukuan setelah umur 30 (tiga
puluh) dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

* Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).

c. Ketentuan

Dalam hal ketentuan mengenai pengangkatan anak memenuhi unsur-

unsur yaitu :

e Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari

pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib

dicatatkan pada dinas.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 76

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBGKADdf

¢ Pencatatan pengangkatan anak dibuat Catatan Pinggir pada register
Akta Kelahiran Anak dan kutipan akta kelahiran anak yang
bersangkutan.

e Persyaratan.

e Akta kelahiran anak.

e Penectapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

e Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan orang tua yang memohon
pengangkatan anak

o Foto copy KK dan KTP orang tua yang memohon pengangkatan
anak

e Surat dari Departemen Sosial (Jika dari yayasan)

d. Pengangkatan anak

Prosedur dan proses pengangkatan anak memiliki proses agak panjang

seperti halnya dibawah ini :

o Surat pengantar dari kelurahan.

e Mengisi formulir pengangkatan dan formulir buka dokumen.

e Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat.
e Akta Kelahiran orang tua angkat.

» Surat kuasa.
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D. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang
Penyelenggaraan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak
Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terhadap implementasi
kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau tentang Penyelenggaraan Pencatatan
Pengangkatan Anak, dimana implementasi kebijakan tersebut terdiri dari 3 (tiga)
dimensi sesuai dengan teori implementasi menurut Ripley and Franklin, yaitu:
1. Tingkat kepatuhan (compliance)
a. Sosialisasi tentang akta pengangkatan anak
b. Proses pengajuan pengangkatan di Pengadilan Agama
c. Proses pengajuan pengangkatan di Pengadilan Negeri
d. Proses pembuatan akta pengangkatan anak di Disdukcapil
e. Pembiayaan Akta Pengangkatan Anak
f. Kesepakatan dengan stakeholder lain dalam keterkaitannya
2. Rutinitas fungsi (Smoothly function routines)
a. Sarana fasilitas pendukung pembuatan akta pengangkatan anak
b. Prasarana pendukung
c. Staf pelayanan penerbitan akta pengangkatan anak.
3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impacr)
a. Jumlah orang yang membuat akta pengangkatan anak
b. Jumlah akta pengangkatan anak yang dikeluarkan

c. Jumlah data kependudukan
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1. Tingkat Kepatuhan (compliance)

Menurut Ripley dalam Alfatih (2010:55), paling tidak terdapat dua
kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang
berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang
tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang
berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses
implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa
mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi
saling melengkapi satu sama lain. Perspektif kepatuhan mulai mengakui
adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen
administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan
perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-
organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan
pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa
keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan
keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor,
yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh
atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat
sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor
non-organisasional, atau pendekatan faktual.

a. Sosialisasi Akta Pengangkatan Anak

Pelaksanaan kebijakan implementasi ini tidak terlepas dari faktor
pemberitahuan kepada masyarakat, dalam hal ini yang menjadi dasar

pemberitahuan langsung kepada masyarakat ialah dengan sosialisasi.
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Sosialisasi sangatlah berperan penting untuk terciptanya pelaksanaan
implementasi ini terutama mengenai program akta pengangkatan anak.
Adapun wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil adalah sebagai berikut :

“...sosialisai khusus tentang pengangkatan anak memang belum
pernah dilakukan namun sosialisasi mengenai kependudukan
sudah dilaksanakan oleh disdukcapil, adapun pelaksanaanya
dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihanan Kota
Lubuklinggau. Sosialisasi tersebut temanya tentang pelaksanaan
pencatatan kependudukan. Akta Pengangkatan Anak juga
termasuk dalam sosilisasi itu, akan tetapi tidak terlalu
mendetail.”

(wawancara, 02 November 2015)

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Bidang Catatan Sipil,
untuk menanyakan tentang pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai

berikut:

“...pelaksanaan sosialisasi mengenai akta pengangkatan anak
secara detail belum pernah dilakukan, namun akta pengangkatan
anak sudah pernah disinggung dalam sosialisasi kependudukan
yang diadakan tanggal 4 November 2014.. Peserta yang hadir
dalam sosialisasi itu merupakan seluruh para registran di
Kelurahan...”

(wawancara, 3 November 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti
melanjutkan wawancara kepada kepala Seksi Kelahiran, Kematian, dan
Pengesahan/Pengakuan Hak Anak yang secara langsung berhadapan
dengan masyarakat, yaitu:

“...sosialisasi tentang kependudukan sudah pernah dilakukan

tapi memang secara khusus tentang pengangkatan anak memang

belum pernah dikarenakan minat masyarakat untuk mengetahui

tentang akta pengangkatan anak masih minim ...”
(wawancara, 04 November 2015)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) informan di atas dapat
ditarik secara garis besar yaitu dalam proses pelaksanaan sosialisasi
mengenai akta pengangkatan anak secara khusus memang belum pernah
dilakukan hanya saja sosialisasi mengenai kependudukan sudah
dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut para informan juga
memberikan informasi bahwa pelaksanaannya menyeluruh tentang
kependudukan tidak terfokus pada akta pengangkatan anak dan yang
mengikuti sosialisasi itu hanya para registran yang ada di Kelurahan saja.

Menurut Sunarto (2004;28), Sosialisasi Formal terjadi melalui
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki
tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan
yang harus dipelajari oleh masyarakat dan menuntut untuk taat.

Kesimpulan dari proses sosialisasi ini ialah tidak berhasil
dikarenakan sesuai dengan teori sosialisasi yang dikemukakan oleh
Sunarto di atas menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi harus
orang yang bersangkutan dalam hal ini adalah masyarakat. Ini
menunjukan bahwa indikasi masyarakat untuk mengetahui secara jelas
mengenai program akta pengangkatan anak sangatlah minim karena tidak

mengenai secara langsung kepada masyarakat.

b. Kompetensi Pengadilan Agama dan Proses Pengajuan Penetapan
Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama
Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang

bersifat mutlak, yang dapat diartikan dengan kekuasaan yang
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berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan/tingkat
pengadilan dalam  perbedaannya dengan jenis perkara/jenis
pengadilan/tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut Pengadilan
Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 7 Tahun

1989. Pasal 49 :

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang :

a) Perkawinan

b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam

¢) Wakaf dan shadaqah

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasar kan Undang-
Undang mengenai perkawinan yang berlaku

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf
b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli
waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
Pasal 49 ayat (1) dalam UU No. 3 tahun 2006:7 “Pengadilan Agama
bertugas, berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang: 1) Perkawinan 2) Waris 3) Wasiat 4) Hibah 5) Wakaf 6)

Zakat 7) Infaq 8) Shadaqah dan 9) Ekonomi syari’ah”. Pasal 50
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berbunyi “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik

keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 49.

maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus

diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Umum”. Ketentuan pasal 50 dalam UU No. 3 tahun 2006: 1) Dalam

hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek
sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum. 2) Apabila terjadi sengketa hak milik
sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara
orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus
oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 49.

Pengangkatan anak melalui pengadilan agama sebenarnya hadhanah
atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan
nasab atau mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat, saudara
angkat dan lainnya, adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut
kompilasi Hukum Islam adalah:

1) Peralihan tanggung jawab pemeliharan dan pendidikan anak dari
orang tua asal kepada orang tua angkat (Pasal 171 huruf (h)
Kompilasi Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut secara
formil dimulai sejak penetapan pengadilan agama, dengan adanya

penetapan pengadilan agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa
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hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak

angkat.

2) Pasal 209 ayat (1) Dan (2) Kompilasi Hukum Islam, harta
peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai
dengan 192 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya sepertiga 1/3 darik harta warisan anak angkatnya.
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dibert wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dan harta warisan orang tua
angkatnya.

Pengangkatan anak versi Pengadilan Agama (Hukum Islam) tidak
merubah nasab yaitu tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat
dengan orang tua asal, saudara kandung dan lain-lain. Mereka tetap
saling mewarisi sebagaimana layaknya waris islam yang telah diatur
dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak tidak merubah mahram yaitu anak angkat dalam
keluarga orang tua angkatnya masih tetap sebagai orang asing dalam arti
bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat atau ibu angkat, saudara
angkat dan lain-lain harus saling menjaga ketentuan mahram menurut
hukum islam dalam pergaulan sehari-hari.

Dengan demikian sebaiknya harus dicantumkan akibat dari peristiwa
hukum tersebut dalam pertimbangan hukum penetapan Pengadilan

Agama tentang pengangkatan anak seperti :
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a) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya
dibelakang namanya

b) Pengangkatan tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orang
tua asal

¢) Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram

d) Anak angkat mendapt bagian harta warisan dari orang tua angkat
dengan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan
demikian sebaliknya.

e) Ayah angkat, saudara angkat laki-laki tidak boleh menjadi wali
nikah dari anak angkat perempuan.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mempertanyakan hal ini kepada
hakim Pengadilan Agama mengenai hukum pengangkatan anak

“...bahwa pada hakekatnya bagi orang memeluk agama islam

wajib hukumnya menggunakan hukum islam dalam berperkara

terutama melalui pengadilan agama tidak terkecuali dalam
pengangkatan anak, mutlak harus melaui Pengadilan Agama
sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama ...”

(wawancara, 6 November 2015)

Adapun proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama
yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur harus memenuhi norma-
norma sebagai berikut :

Proses Pengangkatan Anak .
1. Permohonan Pengangkatan Anak.
a. Syarat formil permohonan
— Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisan .

— Permohonan dapat diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh

Pemohon atau oleh kuasanya.
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— Permohonan harus dibubuhi materai yang cukup .
— Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat
b. Syarat materil permohonan
Posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mendorong)
diajukannya permohonan penetapan pengesahan pengangkatan
anak.
Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak
dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan
menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih
baik setelah pengangkatan .
Petitum harus bersifat tunggal yang hanya meminta “ Agar
pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak A
yang bernama B dinyatakan sah “. Tidak boleh ditambah dengan
petitum lain, misalnhya menambah petitum dengan meminta agar
anak angkat tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua
angkat ( Pemohon ).
2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak
a. Syarat Calon Anak Angkat (CAA):
e Anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun .
e  Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan .
¢ Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga

pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus
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e Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga
pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus

e Pengangkatan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun
merupakan prioritas utama. Pengangkatan anak yang berusia 6
(enam) tahun sampai di bawah 12 (dua belas) tahun dibolehkan
apabila ada alasan yang mendesak berdasarkan laporan sosial,
seperti anak terlantar yang berada dalam situasi darurat, dan
pengangkatan anak yang berusia 12 tahun sampai di bawah
umur 18 tahun dibolehkan terhadap anak terlantar yang
memerlukan perlindungan khusus

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) :

Calon Orang Tua Angkat ( COTA ) harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1) Sehat jasmani ditunjukan dengan Surat Keterangan Kesehatan
oleh Dokter/Rumah Sakit Pemerintah, dan sehat rohani
ditunjukan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari
Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah

2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi
55 (lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan
pengangkatan anak yang ditunjukan dengan Akta Kelahiran
COTA

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
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4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak kejahatan yang ditunjukan dengan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK)

5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun,
yang ditunjukan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, KTP dan
Kartu Keluarga, bila Pemohon Calon Orang Tua Angkat
Tunggal (singgle parent adoption) tidak diperlukan buku nikah.
Kalau calon orang tua angkat tunggal tersebut janda atau duda,
harus ditunjukan dengan akta cerai

6) Tidak merupakan pasangan sejenis

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu
orang anak

8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, yang
ditunjukan dengan Keterangan penghasilan dari tempatnya
bekerja

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua
atau wali anak, Persetujuan Calon Anak Angkat (CAA) di atas
kertas bermaterai diperlukan bila anak tersebut telah mampu
menyatakan pendapat aitau memberikan persetujuannya,
apabila anak tersebut masih bayi atau anak-anak, maka
persetuyjuannya dapat dilthat di ruang sidang dengan
menyerahkan CAA kepada COTA, apabila CAA tidak

menagis, dapat ditafsirkan bahwa dia setuju diangkat oleh
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COTA, Surat izin orang tua kandung/wali dibuat di atas kertas
bermaterai cukup

10) Akta Kelahiran CAA, yang dalam akta kelhiran tersebut
tercantum nama orang tua kandung CAA bukan nama COTA .
Hal ini erat kaitannya dan sangat penting terutama bagi Kantor
Urusan Agama (KUA) untuk menentukan siapa yang akan
menjadi wali nikahnya apabila CAA tersebut perempuan

11) Surat penyerahan anak dari ibu kandung / wali kepada COTA,
Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan

anak, diperlukan:

Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA kepada
Rumah Sakit/Instansi Sosial.
—~ Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga
Pengasuhan Anak .
— Surat Keputusan kuasa asuh anak anak dari Pengadilan
kepada Lembaga Pengasuhan Anak .
— Laporan Sosial mengenai CAA dan COTA yang dibuat oleh
Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak
12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkayan anak adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan
perlindungan anak
13) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup,

bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak
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kandung tanpa diskriminasi, apabila COTA telah memiliki
anak kandung

14) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup
bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya
mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan
memperhatikan kesiapan anak

15) Laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat atau Surat
Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga
berada dalam asuhannya

16) Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai
cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan
sesuai fakta yang sebenarnya

17) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)
bulan sejak izin pengasuhan diberikan

18) Surat Keputusan tentang Pemberian  Pertimbangan
Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan
Pengangkatan Anak (Tim PIPA), dan

19) Surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
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Tabel 4.1
Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak
Di Pengadilan Agama Klas 1 B Lubuklinggau

NO | TAHLN PENGANGKATAN ANAK
1. 2012 2 Berkas
2. 2013 2 Berkas
3. 2014 1 Berkas
4. 2015 3 Berkas

Sumber: Data Primer (diolah) Pengadilan Agama 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan
pengangkatan anak di Pengadilan Agama masih rendah dan sepanjang
tahun 2015 hanya tiga permohonan yang diajukan di Pengadilan Agam.

Pada asasnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat
tinggal tergugat, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama
di tempat tinggal pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain.
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara
perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain
Islam menjadi kewenangan Pengadilan Umum. Tentang kekuasaan
absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang
diajukan kepadanya. Apakah termasuk kekuasaan bsolutnya atau bukan,
kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, maka Pengadilan
Agama dilarang menerima perkara tersebut. Jika Pengadilan Agama tetap
menerima perkara yang bukan merupakan wewenangnya, maka para

pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut.
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Eksepsi absolut termasuk salah satu di antara tiga alasan yang
membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan
Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang
telah melampaui kekuasaan absolutnya. Menurut Muhammad Salam
Madkur bahwa hakim tidak dibenarkan mengadili perkara di luar wilayah
yuridiksinya perkaral Menurut UU No. 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (1)
Pengadilan agama mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan; 2. Kewarisan, wasiat dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; 3. Wakaf dan shadaqah.
Tugas dan wewenang Pengadilan Agama setelah di amandemen
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006
adalah sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf shadagah dan
ekonomi syariah. Dengan revisi tersebut, maka eksistensi lembaga
Pengadilan Agama yang didasarkan UU No. 3 tahun 2006 merupakan
prestasi yang luar biasa, yaitu sebuah perwujudan cita-cita yang sudah
didambakan oleh kalangan para hakim agama dan umat Islam di
Indonesia yang baru dapat terwujud setelah mengalami perjalanan vang
sangat lama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam UU No. 7 tahun
1989 di amandemen UU No. 3 tahun 2006 pengadilan baru mempunyai

kewenangan dalam menerima permohonan pengangkatan anak. Dari
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hasil penelitian, penulis melihat masih adanya perkara Pengadilan Agama
orang yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri,
walaupun tidak sampai terjadi sengketa kewenangan mengadili,
disebabkan masih adanya dualisme hukum untuk subyek yang sama pada
peradilan yang berbeda menurut hemat penulis kurang menjamin
kepastian hukum karena itu periu pengkajian yang lebih mendalam dan
kearifan kebijakan untuk menjembatani persoalan ini, sebab dengan
memberi kepastian hukum kepada masyarakat akan meningkatkan citra
penegakan hukum di Indonesia, mudah-mudahan dengan perubahan
suasana peradilan di tanah air di saat ini, akan membawa bangsa ini
menuju negara yang demokratif.

Setelah melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi
Pengadilan Agama adalah hal yang mutlak dan setiap warga negara yang
beragama islam wajib melakukan penyelesaian sengketa kepada
Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak terkecuali dalam
hal pengangkatan anak termasuk dalam ranah Pengadilan Agama dan
pengajuan permohonan pengangkatan anak harus memenuhi prosedur
dan syarat-syarat yang telah ditentukan, termasuk tujuan pengangkatan
anak itu sendiri harus untuk memberi perlindungan hukum kepada si

anak dan semata-mata untuk kepentingan anak kedepannya.
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¢. Kompetensi Pengadilan Negeri dan Proses Pengajuan Penetapan
Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri
Arti penting dari Penetapan Pengadilan adalah antara anak angkat
dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang
member kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah.
Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan
orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari
pengangkatan anak tersebut. Pengadilan Negeri Lubuklinggau adaiah
salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Wilayah Pengadilan
Tinggi Palembang. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota
Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas

Utara.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang
Pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak antar WNI sebagai

berikut:
1) Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon)

a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua
kandung dengan orang tua angkat (private adoption)

diperbolehkan.

b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent

adoption) diperbolehkan.
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2) Syarat bagi calon anak yang diangkat.

a) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan
sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa
yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang

kegiatan anak.

b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang
dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri
Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan

untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Hasil wawancara dengan hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri

Kota Lubuklingau, menerangkan :

“...Syarat — syarat pengangkatan anak baik syarat bagi calon
orang tua angkat maupun syarat bagi calon anak yang akan
diangkat di Pengadilan Negeri Mataram sama seperti yang
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak...”

(wawancara, 9 November 2015).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak
haruslah memenuhi asas hukum, dan syarat-syarat yang telah
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, karena bertujuan

untuk memberi perlindungan kepada si anak kedepannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Bab III
mengatur syarat-syarat pengangkatan anak yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2)

yang berbunyi Ayat (1) syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
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a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan

c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
d) Memerlukan perlindungan khusus

Ayat (2) usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a)

meliputi
a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama

b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua

belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak

c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18
(delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan

khusus.

Sedangkan syarat-syarat calon orang tua angkat dalam hal

pengangkatan anak di atur dalam Pasal 13 yang berbunyi:
a) Sehat jasmani dan rohani

b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55

(lima puluh lima) tahun
c) Beragama sama dengan agama calon anak angka

d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan

tindak kejahatan

¢) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
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f) Tidak merupakan pasangan sejenis

g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang

anak
h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan social

i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali

anak

}) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

1) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan

sejak izin pengasuhan diberikan
m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, syarat
calon orang tua angkat dan calon anak angkat tidak jauh berbeda dengan
ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dari uraian yang telah dikemukan diatas dapat disimpulkan bahwa
proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri pada
hakekatnya sama dengan proses penetapan di Pengadilan Agama hanya
yang membedakan adalah kompetensi Pengadilan untuk memberikan

penetapan, dimana Pengadilan Negeri memberikan penetapan kepada
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masyarakat yang beragama non muslim, dan penetapan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Negeri bersifat mengikat maksudnya mengikat bagi
pihak-pihak yang berkepntingan terutama orang tua angkat, anak angkat,

maupun orang tua kandung si anak.

Tabel 4.2
Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak
Di Pengadilan Negeri Klas 1 B Lubuklinggau

NO | TAHUN PENGANGKATAN ANAK
1. 2012 4 Berkas
2. 2013 6 Berkas
3. 2014 6 Berkas
4 2015 5 Berkas

Sumber: Data Primer (diolah) Pengadilan Negeri 2015

Berdasarkan tabel diatas bahwa permohonan pengangkatan di
Pengadilan Negeri Klas 1 B Lubuklinggau tidak mengalami kenaikan
yang cukup sigifikan, pengajuan pada tahun 2013 dan 2014 adalah

pengajuan tertinggi dari dua tahun yang lainnya.

Tabel 4.3
Pembiayaan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak
JANGKA
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
Sesuai dengan
berkas

. permohonan di

1. Ada Biaya 1 Bulan Pengadilan

Negeri Kota
Lubuklinggau

Sumber: Data Primer (diolah) Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau 2015
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan
penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dikenakan biaya,
biaya tersebut dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan
pengangkatan anak kepada Panitera Pengadilan Negeri, kemudian
Panitera Pengadilan Negeri memeriksa dan meverikasi berkas guna
menentukkan jadwal persidangan, biasanya sidang untuk pengangkatan

anak yaitu selama 1 Bulan atau 3 kali jadwal persidangan.

Namun demikian jangka waktu yang diuraikan diatas tidaklah
mutlak, dikarenakan cepat atau lambatnya suatu persidangan tergantung

kepada kesiapan pihak pemohon dan kelengkapan berkas permohonan.

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan
antara calon orang tua angkat dengan orang tua akandung anak yang akan
diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak
merasa tidakmampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta
membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah
pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai
momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.
Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di kota Semarang, pada
umumnya diawali dari adanya penyverahan anak dari orang tua kandung
kepada calon orang tua angkat, baik secara lesan maupun tertulis, maka
setelah sepakat antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut
yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Selanjutnya untuk
mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang

tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negen
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Semarang untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama
Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama Semarang,
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Feradilan Agama, Pasal 2, bahwa Peradilan Agama adalah salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu di sini
termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.
engangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan
antara calon orang tua angkat dengan orang tua akandung anak yang akan
diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak
merasa tidakmampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta
membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah
pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai
momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.
Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Kota Lubuklinggau, pada
umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung
kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis, maka
setelah sepakat antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut
yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Selanjutnya untuk
mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang
tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri
Lubuklinggau untuk yang beragama non Islam sebagaimana yang

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
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Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Pasal 2, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu di sini termasuk perkara

pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

d. Mekanisme Pembuatan Akta Pengangkatan Anak di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil
Tindak lanjut yang dilaksanakan dalam proses pembuatan akta
pengangkatan anak mulai dari pemohon sampai ke Disdukcapil dapat

dilihat dalam alur sebagai berikut :
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[ Pemohon l
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DISDUKCAPIL }

- |
~
Verikasi Berkas Entri Data

Kependudukan

Akta Pengangkatan /_/l
Anak

Gambar 4.5
Alur Prosedur Akta Pengangkatan Anak

Alur ini menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan yang
dilakukan oleh pemohon dari awal sampai memperoleh akta
pengangkatan anak di Disdukcapil. Untuk mendapat kejelasan yang lebih
detail, pencliti melakukan wawancara kepada staf pelayanan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau menerangkan :
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“...menerima permohonan dari pemohon yang telah memenuhi
persyaratan dari mendapatkan penetapan pengadilan, kemudian
kami memverifikasi data tersebut dengan kelengkapan surat-
surat lain bahkan data base kependudukan. Apabila telah sesuai
dengan prosedur kami akan langsung membuatnya. Jangka
waktunya 3 hari...”

(wawancara, 10 November 2015)

Proses yang dilakukan dalam pembuatan akta pengangkatan anak
telah mengikuti ketentuan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, baik dalam verifikasi data dengan melihat data base
kependudukan serta surat penting lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik benah merah bahwa
proses pembuatan akta pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan, guna mendapatkan pelayanan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.4

Proses Fembuatan Akta Pengangkatan Anak
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO URAIAN KETERANGAN

1 Persyaratannya Menerima berkas pengajuan

Setelah menerima berkas,

2 Prosesnya kemudian diverifikasi
surat/dokumen kependudukan.
3 Waktu Kurang lebih 3 hari

Sumber: Data Primer (diolah) 2015
Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa dalam proses pembuatan akta
pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah

sesuai dengan prosedur yang digunakan.
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Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh
tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai
apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang
dibutuhkan dan diharapkan.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
keberhasilan pelayanan akan akta pengangkatan anak terlaksana apabila
penerima diberikan pelayanan prima dalam proses pembuatan tersebut,

dengan kata lain pelaksanaan ini berhasil.

¢. Pembiayaan Akta Pengangkatan Anak
Dalam hal ini peneliti melihat apakah dalam pembuatan akta
pengangkatan anak ini ada retribusi atau biaya yang harus dilakukan oleh
pembuat akta itu sendiri, oleh karena itu peneliti melanjutkan wawancara
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagat berikut :
“...untuk pembuatan akta pengangkatan anak sesuai dengan
Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi pergantian biaya
cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dikenakan
retribusi sebesar Rp. 100.000,- dikarenakan proses dan verifikasi
yang memerlukan perhatian secara khusus ...”
(wawancara, 05 November 2015)
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, menunjukan bahwa

dalam proses pembuatan akta pengangkatan anak memang dikenakan

retribusi sebesar Rp. 100.000,-.

“...memang dalam pembuatan akta pengangkatan anak
dikenakan biaya sebesar seratus ribu rupiah, tapi dijelaskan
petugas loket hal itu sudah sesuai ketentuan yang ada, dan saya
tidak keberatan untuk membayar karena itu tergolong murah...”
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(wawancara, 05 November 2015)

Tabel 4.5
Pembiayaan Akta Pengangkatan Anak
NO URAJAN JUMLAH KETERANGAN
Pelayanan Di
Dinas
1. Ada Biaya Kependudukan
Rp. 100.000,- dan Catatan Sipil
Kota
Lubuklinggau

Sumber: Data Primer (diolah) Disdukcapil Kota Lubuklinggau 2015

Tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa dalam proses pembuatan akta
pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada biaya
yang harus dikeluarkan..

Salah satu masyarakat yang dimintai keterangannya perihal
pembiayaan pengurusan akta pengangkatan anak menjelaskan dalam
wawancaranya sebagai berikut :

“...memang dalam pembuatan akta pengangkatan anak

dikenakan biaya sebesar seratus ribu rupiah, tapi dijelaskan

petugas loket hal itu sudah sesuai ketentuan yang ada, dan saya
tidak keberatan untuk membayar karena itu tergolong murah...”

(wawancara, 05 November 2015)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dalam Pasal 9 huruf (m) dijelaskan
bahwa adanya retribusi untuk pengurusan akta pengesahan anak.

Oleh sebab itu dalam pembuatan akta pengangatan anak dapat

disimpulkan tidak adanya retribusi yang dikenakan oleh Dinas
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Kependudukan dan catatan Sipil karena adanya transaksi uang antara
pemerintah dengan masyarakat.

Guna mendapatkan keakuratan data lapangan maka peneliti
melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang telah
membuat akta pengangkatan lapangan, diterangkan bahwa :

“...pada saat mengajukan permohonan akta pengangkatan anak

dipungut biaya, oleh sebab itu tentubagi pemohon harus terlebih

dahulu melengkapi berkas-berkas permohonan dan mengikuti
prosedur yang telah ditentukan . ...”

(wawancara, 07 November 2015)

Bahwa setelah melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang akan
membuat akta pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, biaya yang dikeluarkan tersebut disebut dengan retribusi.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan Pribadi atau Badan. Berbeda dengan pajak  pusat
seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola
oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai

Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

f. Kesepakatan Dengan Lembaga Lain
Maksud dari judul ini ialah adakah kesepakatan yang dibuat dengan

lembaga lain yang di luar pemerintah Kota Lubuklinggau seperti
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Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Notaris dll. Untuk proses atau
persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta pengangkatan
anak dalam hal yang terkait terhadap stakeholder itu.

Maka dari itu dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai implementor
kebijakan ini sebagai berikut :

“...untuk sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan yang ada

masing-masing pihak menjalankan kewenangannya masing-

inasing karena kami sebagai eksekutif hanya menjalankan
kebijakan yang telah diatur sesuai tugas pokok dan fungsinya

masing-masing ...”
(wawancara, 05 November 2015)

Tabel 4.6
Kesepakatan stakeholder lain dalam keterkaitannya

NO URAIAN KETERANGAN

Dengan Pengadilan Agama
Dengan Pengadilan Negeri
Dengan Notaris

1. Belum ada kesepakatan

Sumber: Data Primer (diolah) 2015
Tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa antara Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil dengan Lembaga lain seperti Pengadilan Agama,
Pengadilan Negeri maupun Notaris belum terjalin kesepakatan dalam hal

pengangkatan anak.

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara
satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian.
Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak
yang lain (para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal

balik).
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Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu
proses penawaran (offerte) dan penerimaan (acceptatie). Istilah
penawaran (offerte) merupakan suatu pernyataan kehendak yang
mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam
penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian
yang akan dibuat. Penerimaan (acceptatie) sendiri merupakan pernyataan

kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam.
Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu
tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun

dengan akta di bawah tangan.

Dari penjelasan diatas bahwa kesimpulannya hingga saat ini belum
ada kesepakatan dengan lembaga lain seperti Pengadilan Agama,

Pengadilan Negeri dan Notaris.

2. Tingkat Rutinitas Fungsi
Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program
yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran
rutinitas suwatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan
implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi
kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya

masalah yang dihadapi.
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a. Sarana Fasilitas Pendukung Pembuatan Akta Pengangkatan Anak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu
yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
Artinya sarana merupakan faktor penunjang yang penting dalam
pelaksanaan program pembuatan akta pengangkatan anak.

Dalam pelaksanaannya peneliti merasa perlu untuk melihat lebih
jauh pemakaian atau penggunaan sarana dalam pembuatan akta
pengangatan anak, oleh karena itu melakukan wawancara kepada staf
pelayanan Disdukcapil adalah:

“...sarana yang dimiliki sudah bagus karena tidak fokus pada

satu alat saja, tetapi telah dipisah dengan tanggung jawab

masing-masing jadi setiap bidang dan seksi-seksi mempunyai
alat masing-masing untuk menunjang kinerja pelayanan...”

(wawancara, 06 November 2015)

Berdasarkan data yang telah dikumpukan, bahwa dalam

melaksanakan proses pembuatan akta pengangatan anak telah didukung

dengan sarana yang memadai.

Tabel 4.7
Sarana Fasilitas Pendukung Pembuatan Akta Pengangkatan Anak
NO URAIAN KETERANGAN
Sarana sudah bagus karena tidak
1. | Sarana bergantung hanya pada satu alat
saja, perbidang masing-masing
2. | Alat Yang Digunakan PC Client untuk KK 4
Server SIAK 1
Server KTP-el 1
PC Untuk Akta Capil 3
PC Untuk e-KTP 2
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Laptop Perekaman e- 9
KTP
Perangkate -KTP 17

Sumber: Data Primer (diolah) 2015

Tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa sarana dalam proses pembuatan
akta pengangkatan anak telah memadai dan tidak adanya campur urusan
dengan urusan administrasi kependudukan lainnya.

Kesimpulannya, dalam hal sarana telah sangat menunjang dengan
baik dikarenakan alatnya dibuat secara terpisah tanpa ada campur aduk

dengan pelaksanaan lainnya dalam hal kependudukan.

b. Prasarana Fasilitas Pendukung Pembuatan Akta Pengangkatan
Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan apa yang
dimaksud prasarana yaitu lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak
bergerak seperti gedung.

Dalam pelaksanaannya peneliti merasa perlu untuk melihat lebih
jauh pemakaian atau penggunaan prasarana dalam pembuatan akta
pengangatan anak, oleh karena itu melakukan wawancara kepada staf
pelayanan Disdukcapil adalah:

“...kalau untuk prasarana, sangat memadai karena telah

disiapkan berbagai ruangan dengan fasilitas berpendingin udara

dan ventilasi udara vang baik setiap dan setiap bagian bidang

masing-masing mempunyai ruangan yang luas...”
(wawancara, 06 November 2015)
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Peneliti langsung melakukan observasi terhadap pelaksanaan

prasarana akta pengangatan anak dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 4.6
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi} Kota Lubuklinggau

Bahwa berdasarkan observasi diatas dapat dijelaskan kondisi kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau sangat baik
disebabkan kantor tersebut dibangun pada tahun 2012 yang mana
sebelumnya Disdukcapil berkantor di jalan garuda Kelurahan Pasar

Permiri.
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Gambar 4.7
Kondisi Ruangan Pelayanan Umum Disdukcapil Kota Lubuklinggau

Sama seperti dengan sarana yang di atas, prasarana dalam Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau telah menunjang
secara penuh dengan kondisi yang baik untuk proses pembuatan akta
pengangatan anak bagi masyarakat.

Tabel 4.8
Prasarana Fasilitas Pendukung Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

NO URAIAN KETERANGAN

Prasarana sudah bagus karena
1. Prasarana setiap ruang telah dipisah
perbagian masing-masing

Sumber: Data Primer (diolah) 2015
Tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa dalam pelaksanaan
pembuatan akta pengangkatan anak telah ditunjang juga dengan
prasarana yang memadai.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prasarana adalah

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu
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proses (usaha, pembangunan, proyek), prasarana lebih ditujukan untuk
benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah.
Sarana dan prasarana juga mempunyai arti dan maksud yang sama
dengan istilah perbekalan kantor. Tersedianya prasarana yang cukup
dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi
dimanapun dalam penyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan
yang diharapkan. Tanpa adanya prasarana, mustahil tujuan akan dicapai.
Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan
dengan pekerjaan ketatausahaan atau administrasi, juga sangat
memerlukanprasarana kantor. Bahkan tidak akan ada pekerjaan kantor
yang tidak berkaitan dengan prasarana kantor. Dengan banyaknya
kebutuhan prasarana, maka pengelolahan yang baik, efisien dan efektif
mutlak diperlukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga
pengawasan. Tujuan pengelolaan prasarana kantor adalah agar semua
kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat
administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan
efisien

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa prasarana
yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil telah memadai
serta menunjang guna memberikan pelayanan kepada masyarakat

terutama dalam hal akta pengangkatan anak.
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c. Staf Pelayanan Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

Staf yang membantu pimpinan dalam melancarkan tugas-tugas suatu

organisasi, dalam memberikan pelayanan untuk seluruh lini dan unsur

organisasi. Fungsi utama ialah memberikann pelayanan yang sebaik-

baiknya dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional, bukan memberikan

saran atau pertimbangan. (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Adapun daftar staf yang berada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Lubuklinggau
Tabel 4.9
Daftar Staf Pelayanan dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
NO NAMA BIDANG GOLONGAN
1. | Azr Yuzan, SE Data Capil IIl.a
2. Maizal Uranus, SE Data Capil [Il.a
3. Denny Romerta Data Capil ILc
4. Dino Mulyono Verifikasi ILc
5. | M. Ulil Alfiansyah Entri Data TKS
6. | Indah Utari Entri Data TKS
7. Elda Rusnita Entri Data TKS

Sumber: Disdukcapil (diolah) 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa bidang tugas untuk data

capil ada tiga orang, tugas data capil yaitu melakukan pendataan dan

pemberkasan data-data yang berhubungan dengan pengajuan data-data

catatan sipil. Untuk bagian verifikasi adan satu orang, petugas verifikasi
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bertugas melakukan pengecekkan berkas dan kelengkapan syarat-syarat
dari permohonan catatan sipil. Untuk bagian entri data ada tiga orang staf
dimana bertugas melakukan penginputan data ke database untuk dapat di

daftarkan di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Hasil wawancara dengan Kasi Kelahiran, Kematian, dan

Pengesahan/Pengakuan Hak Anak.

”...sudah cukup staf yang kami punya dalam proses pembuatan
akta pengangkatan anak, mulai dari PNS dan TKS akantetapi
kemampuannya masih terus ditingkatkan terutama TKS. Dasar
pendidikan rata-rata sarjana komputer karena mereka harus
mengerti dulu basic komputer...”
(wawancara, 05 November 2015)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sumber
daya manusia yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil sudah baik dan kompeten, sehingga dapat memberikan

pelayanan maksimal kepada masyarakat terutaman dalam hal akta

pengangkatan anak.
Tabel 4.10
Staf Pelayanan Pembuatan Akta Pengangkatan Anak
NO URAIAN KETERANGAN

I. Jumlah Staf Layanan 7 Orang
2 Orang : S1

2. Pendidikan 2 Orang : D.1II
3 Orang : SLTA

3 Tugas Pengoperasian Data Base
Komputer

Sumber: Data Primer (diolah) 2015
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Tabel 4.10 menunjukan bahwa staf yang melayani dalam proses
pembuatan akta pengangatan anak masih kurang dikarenakan masih ada
tenaga kerja sukarela (TKS) dibandingkan pegawai dan semua staf ini
melayani seluruh urusan tentang administrasi kependudukan bukan fokus
pada akta pengangkatan anak.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa
pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. la
tidaklah diadakan untuk melayant dirinya sendiri, tetapi untuk melayani
masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya
demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2007)

Kesimpulannya dalam hal staf pelayanan dalam proses pembuatan
akta pengangkatan anak masih kurang serta kemampuannya masih sangat
perlu ditingkatkan dikirakan ada banyak factor yang harus dimilki dalam

proses pelayvanan.

3. Tingkat Kinerja dan Dampak

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif
proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program
pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan

ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup
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antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat
program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil
manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan.
a. Jumlah Masyarakat Yang Terlayani
Peneliti melakukan studi dokumentasi yang dilakukan pada Kasi

Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan Hak Anak dengan hasil

sebagai berikut :
Tabel 4.11
Laporan Hasil Pencatatan Sipil 2012
BULAN
NO JENIS JML | ET
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 5‘;‘:}"‘:" Akte Kelahiran 212 205 236 200 213 252 138 241 221 180 234 21 | 2553

Kutipan Akte Kelahiran
2| e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Denda Usia < ITh 94 98 71 80 95 91 68 80 99 76 1 9% | 1055

Denda Usia > 1 Th 139 | 213 166 176 | 203 211 161 126 | 226 173 173 180 | 2147
3. | Kutipan Akta Perkawinan 2 3 4 2 2 4 2 3 2 4 1 3 12
4. Kutipan Akta Kematian 2 0 4 3 i i } 4 2 3 2 3 26
5. Kubipan Akta Perceraian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
6, | Kutipan Akta Pengangkatan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Anak
7. | Catatan Pinggir Ganti Nama 0 ! 0 0 0 0 0 o o o 0 0 1
g | Kutipan Akta Kelahiran 30 0 0 3 7 6 4 % 39 4 2 13 | s

Gratis

Sumber: Data Primer (diolah) 2015
Tabel 4.12
Laporan Hasil Pencatatan Sipil 2013
BULAN
NO JENIS "gl‘ KET
Jan Feb | Mar | Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt | Nov Des

1 2 3 4 5 6 'l s 9 10 it 12 13 14 15 16
1. g::“ﬁ:“ Akte Kelahiran 256 207 246 222 238 27 238 237 23 197 225 231 | 2792

Kautipan Akte Kelahiran
2| ot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Denda Usia < 1Th 9% 102 73 81 9 93 69 81 101 76 112 94 | 1074

Denda Usia> 1 Th 139 213 166 176 203 211 161 126 | 226 173 173 180 | 2147
3. | Kutipan Akta Perkawinan 2 3 4 2 2 4 2 3 2 4 1 3 32
4. | Kutipan Akta Kematian 2 0 4 3 1 1 1 4 2 3 2 3 26
5. Kutipan Akta Perceraian 0 0 0 0 0 0 i 0 0 2 0 0 3

Kutipan Akta Pengangkatan
6, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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7.

Catatan Pinggir Ganti Nama 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Kutipan Akta Kelahiran

Gratis 30 0 0 3 7 6 4 90 39 4 2 33

218

Sumber: Data Primer (diolah) 2015

Sepanjang tahun 2013 masyarakat Kota Lubuklinggau membuat
sebanyak Akta Pengangkatan Anak berdasarkan data Disdukcapil.
Tabel 4.12 menunjukan bahwa data dalam tahun 2014 orang membuat
akta pengangatan anak kosong, namun dalam buku register terdapat 2
orang yang membuat akta pengangatan anak. Ini memberikan gambaran
kepada peneliti bahwa masih jarangnya masyarakat dalam membuat akta
pengangatan anak, dikarenakan peneliti beranggapan bahwa setiap
tahunnya tidak mungkin masyarakat kota Lubuklinggau hanya 2 orang
yang mengangkat anak dikarena dari jumlah kelahiran masyarakat miskin
sangatlah signifikan.
Menurut Carter V.Goog dalam barnadib (1984:43) memberikan
pengertian sebagai berikut Perbandingan adalah studi yang bertugas
mengadakan perbandingan teori dan praktek yang ada didalam beberapa
negara dengan maksud untuk memperluas pandangan dan pengetahuan
diluar batas negerinya sendiri.
Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori perbandingan yang telah
dikemukan bahwa dalam pelaksanaan atau pembuatan akta pengangatan
anak yang dilakukan oleh masyarakat masih sangat minim.

b. Jumlah Dokumen Akta Pengangkatan Anak Yang Dikeluarkan
Hasil wawancara dengan kasi Kelahiran, Kematian, dan

Pengesahan/Pengakuan Hak Anak, ialah:
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“...pada dasarnya, sebanyak orang/masyarakat yang membuat
akta pengangkatan anak, sebanyak itu juga akta yang
dikeluarkan selagi prosedur dan persyaratanya telah
dipenuhi...”

(wawancara, 06 November 2015)

Artinya dalam proses pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat dalam

pembuatan akta pengangatan anak, sebanyak itu juga Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan akta tersebut.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Akta Pengangkatan Anak Tahun 2012-2015
JUMLAH JUMLAH AKTA
PENGAJUAN AKTA PENGANGKATAN
NO | TAHUN | prNGANGKATAN ANAK YANG KETERANGAN

ANAK DIKELUARKAN
1 2012 1 Berkas 1 Berkas
2. 2013 1 Berkas 2 Berkas
3 2014 1 Berkas 1 Berkas
4. 2015 2 Berkas 2 Berkas

Sumber: Data Primer (diolah) 2015

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa pengajuan akta pengangktan anak

tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu dua berkas, sedangkan ditahun

sebelum-sebelumnya hanya ada masing-masing satu berkas, ditahun

2013

ada pengajuan dua berkas namun hanya satu berkas yang bisa

diproses sedangkan satu berkas lain tidak memenuhi syarat akibat adanya

berkas yang tidak bisa dipenuhi oleh pemohon.

c¢. Dampak Terhadap Akurasi Jumlah Data Penduduk

Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumentasi lanjutan dengan

membandingkan dua data jumlah penduduk.
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Tabel 4.14
Data Agregat Kependudukan (DAK) Kota Lubuklinggau
Per Desember 2013
KODE KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | KK
WILAYAH , . _
1 TIMUR L 15,485 15,270 30,755 | 8,014
2 o NGGAU 1 16,764 16,675 | 33,439 | 9,154
3 ‘s‘gf:;%“;cc“" 7,317 7,047 14364 | 4,094
4 rama NGGAU 8,359 7,865 16,224 | 4,800
5 ,'l:‘l’n‘;gﬁ;”cc“" 16,986 16,511 33,497 | 8934
6 ;ggg’ﬁ:“c“” 11,086 10,789 | 21,875 | 5,884
7 's‘gﬂjﬁﬂfc“u 14,204 13,876 | 28,080 | 7,510
8 t‘;ﬁ‘l{flimc’w 18,756 17,982 36,738 | 9,491

Sumber: Disdukcapil (Diolah) 2015

Tabel 4.15
Data Agregat Kependudukan (DAK) Kota Lubuklinggau
Per Desember 2014
KODE KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH KK
WILAYAH
LUBUKLINGGAU ' '
1 TIMUR ] 16,477 16,411 32,888 | 8,392
LUBUKLINGGAU
2 BARAT | 17,767 17,636 35403 | 9,572
LUBUKLINGGAU
3 SELATAN I 7,720 7,457 15177 | 4,226
LUBUKLINGGAU
4 UTARA | 8,743 8,270 17,013 | 4,883
LUBUKLINGGAU
5 TIMURII 17,808 17,329 35,137 | 9,245
LUBUKLINGGAU
6 BARAT Il 11,584 11,340 22,924 | 6,022
LUBUKLINGGAU
7 SELATAN I1 15,110 14,805 29,915 | 7,840
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I 19,947 l 19,255 l39,202l 9,894 '

Sumber: Disdukcapil 2015

Dari tabel tersebut dapat kita lihat perbandingan antara jumlah penduduk

Tahun 2013 dengan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Jumlah Penduduk Tabun 2013 dan 2014
KODE WILAYAH | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | KK
KOTA LUBUKLINGGAU 108,957 | 106,015 | 214,972 | 57,881
KOTA LUBUKLINGGAU 115,156 | 112,503 | 227,659 | 60,074

Sumber: Disdukcapil 2015

Melihat table di atas, setiap Tahunnya mengalami peningkatan dalam

keakuratan data penduduk salah faktornya adalah dalam pembuatan akta

Pengangkatan anak.
Tabel 4.17
Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian
NO | DIMENSI INDIKATOR URAIAN TENTANG
Sosialisasi Akta Pelaksanaan Secara khusus
Pengangkatan Anak Sosialisasi belum dilakukan
namun sosialisasi
umum
1. | Kepatuhan kependudukan
Sudah
dilaksanakan,
tepatnya tanggal 4
November 2014.
Membuat Penetapan Hakim Mengeluarkan
Pengangkatan Anak penetapan tentang
Pengadilan pengangkatan anak
Aturan Yang Sesuai peraturan
Mengikat perundang-
undangan
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Proses Untuk pelaksanaan
Pembuatan pembuatan
fergantung
bagaimana
kelengkapan
persyaratan dari si
. pembuat, serta
perkembangan
jalannya
persidangan.
Jangka Waktu 1 Bulan.
Kendala Yang Kelengkapan
Dihadapi berkas yang kurang
dan pembuktian
Biaya Sesuai dengan
berkas
permohonan
perkara
Pembuatan Akta Persyaratan Menerima berkas
Pengangkatan Anak Di pengajuan dari
Disdukcapil pemohon
Proses Setelah menerima
berkas, kemudian
diverifikasi
surat/dokumen
keperdudukan.
Jangka Waktu 1 Bulan.
Biaya Untuk di Dinas
Kependudukan
catatan sipil tidak
ada pungutan
Kendala Yang Kelengkapan
Dihadapi berkas yang kurang
dan pembuktian
Kesepakatan Dengan Pengadilan belum ada
Pihak Lain Agama kesepakatan yang
Pengadilan terjalin dengan
Negeri pihak lain.
Notaris
Sarana Fasilitas Kondisi Sudah bagus
Rutinitas Pendukung Pembuatan Sarana karena set%ap ruang
2. Fungsi Akta Pengangkatan telah dipisah
Anak perbagian masing-
masing
Alat Yang PC Client untuk
Digunakan KK
Server SIAK
Server KTP-el
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PC Untuk Akta
Capil

PC Untuk e-KTP

Laptop Perekaman
e-KTP

Perangkat e-KTP |

Staf Pelayanan Akta
Pengangkatan Anak

Jumlah

7 Orang

Pendidikan

2 Orang : S1
2 Orang : D.III
3 Orang : SLTA

Tugas

Pengoperasian
Data Base
Komputer

Kinerja

Dampak

Observasi

Tahun 2014 masih
sangat minim

Kasi Kelahiran,
Kematian, dan
Pengesahan/Pengakuan
Hak Anak

Jumlah akta
pengangatan
anak yang
dikeluarkan
oleh
Disdukcapil

Pada dasarnya
sebanyak
orang/masyarakat
yang membuat
serta mengajukan
proses pembuatan
akta pengangatan
anak, sebanyak itu
juga yang
dikeluarkan oleh
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota
Lubuklinggau

QObservasi

Jumlah Data

Kependudukan

Data
kependudukan
mengalami
peningkatan
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang
Penyelenggaraan Akta Pengangkatan Anak mengalami kendala sebagai
berikut :

a. Belum adanya sosialisasi secara khusus tentang pentingnya akta
pengangkatan anak dan tidak tepatnya sasaran dan tujuan dari
sosialisasi yang telah dilakukan serta tidak dilakukan secara
berkelanjutan

b. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan manfaat akta
pengangkatan anak

c. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan
pengangkatan anak

d. Proses pembuatan yang rumit, berbelit-belit dan memakan waktu.

B. SARAN
Dari analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan
Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Akta
Pengangkatan Anak, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Teoritis
a) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya di bidang catatan sipil
terutama akta pengangkatan anak membahas mengenai kompetensi

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal proses penetapan
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pengangkatan anak yang mana hingga saat penelitian ini dilakukan
belum adanya ketegasan dua lembaga tersebut dalam menetapkan
kompetensi pengadilan perihal penetapan pengangkatan anak.

2. Praktis

a) Perlu dilakukan sosialisasi khusus dalam hal pengangkatan anak, dan
sosialisasi tersebut harus berkelanjutan dengan mengundang tokoh-
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat
umumnya sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan informasi yang
diberikan.

b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu meningkatkan kembali
informasi yang harus diberikan kepada masyarakat, dengan cara
melakukan iklan atau himbauan baik dari media cetak maupun
elektronik khususnya mengenai akta pengangkatan anak.

¢) Perlu adanya koordinasi antar lembaga terkait dalam pengangkatan
anak sehingga adanya kesatuan persepsi yang dapat meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat.

d) Adanya program jangka panjang yang akan memberikan akurasi data
tentang dokumen pengangkatan anak serta memudahkan masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan akta pengangkatan anak, seperti
program jemput bola oleh Disdukcapil kepada masyarakat yang akan
membuat akta pengangkatan anak.

e) Menyusun dan mengusulkan aturan baku dan penyerdehanaan proses

tentang akta pengangkatan anak dimana regulasi tersebut lebih
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memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan akta pengangkatan

anak tanpa mengurangi perlindungan terhadap anak itu sendiri.
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LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau

e Adakah sosialisasi mengenai akta pengangkatan anak yang telah
dilakukan ?

e Siapa saja yang menjadi sasaran pelaku dari sosialisasi tersebut ?

e Mengapa masyarakat jarang membuat akta pengangkatan anak ?

e Faktor apa yang menyebabkan minimnya masyarakat akan
pembuatan tersebut ?

e Adakah koordinasi antara Disdukcapil dengan pihak lain terkait
akta pengangkatan anak ?

e Adakah solusi atau kebijakan dari Disdukcapil terkait rumitnya dan
berbelit-belitnya proses pembuatan akta pengangkatan anak ?

e Adakah sanksi bagi orang yang mengangkat anak namun tidak
membuat akta pengangkatan anak ?

e Sudah adakah perjanjian atau kesepakatan bersama dengan
stakeholder lainnya mengenai akta pengangkatan anak ?

2. Kepala Bidang Catatan Sipil

e Apa manfaat dari akta pengangkatan anak ?

e Adakah program yang dilakukan vntuk meningkatkan pembuatan
akta pengangkatan anak ?

e Apa saja sarana dan prasarana yang mendukung program

pengangkatan anak ?
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e Bagaimana dengan pelaksanaan pelayanan di kantor ini ?
e Apakah staf yang melayani sudah mencukupi sesuai dengan
criteria ?
3. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan/Pengakuan Hak Ansk.
e Bagaimana cara atau prosedur agar masyarakat mau membuat akta
pengangkatan anak ?
e Mengapa masyarakat sekarang agak enggan untuk membuat akta
pengangkatan anak ?
e Apa saja yang menjadi masalah dalam pembuatan akta
pengangkatan anak ?
e Apakah ada retribusi dalam pembuatan akta pengangkatan anak ?
e Adakah sanksi bagi masyarakat yang tidak membuat akta
pengangkatan anak ?
4. Staf Pelayanan Catatan sipil
e Bagaimana anda melayani masyarakat dalam pembuatan akta
pengangkatan anak ?
e Adakah kendala-kendala yang dihadapi selama ini ?
e Berapa lama proses pembuatan akta pengangkatan anak ?
e Apakah fasilitas sudah menunjang ?
5. Panitera Pengadilan Agama
e Apa peran dari Pengadilan Agama dalam hal Pengangkatan anak ?
e Apakah ada koordinasi dengan pihak terkait dalam hal

pengangkatan anak ?
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e Bagaimana prosedur bagi masyarakat yang ingin mengangkat anak
di Pengadilan Agama Kota Lubklinggau ?

e Adakah kendala yang dihadapi dalam proses pengangkatan anak ?

e Adakah biaya yang harus dikeluarkan bagi masyarakat yang
hendak mengangkat anak ?

o Berapa lama proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama?

e Berapa banyak masyarakat yang mengurus pengangkatan anak di
Pengadilan Agama ?

o Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat cenderung malas
mengurus pengangkatan anak ?

e Adakah kebijakan Pengadilan Agama untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat agar mengurus pengangkatan anak ?

6. Panitera Pengadilan Negeri

e Apa peran dari Pengadilan Negeri dalam hal Pengangkatan anak ?

e Apakah ada koordinasi dengan pihak terkait dalam hal
pengangkatan anak ?

e Bagaimana prosedur bagi masyarakat yang ingin mengangkat anak
di Pengadilan Negeri Kota Lubklinggau ?

e Adakah kendala yang dihadapi dalam proses pengangkatan anak ?

e Adakah biaya yang harus dikeluarkan bagi masyarakat yang
hendak mengangkat anak ?

e Berapa lama proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ?

e Berapa banyak masyarakat yang mengurus pengangkatan anak di

Pengadilan Negeri ?
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e Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat cenderung malas
mengurus pengangkatan anak ?

e Adakah kebijakan Pengadilan Negeri untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat agar mengurus pengangkatan anak ?

7. Masyarakat pembuat akta pengangkatan anak

e Apakah anda tahu manfaat tentang akta pengangkatan anak ?

o Untuk apa anda membuat akta pengangkatan anak ?

e Apakah prosedur pembuatannya terlalu rumit ?

e Adakah saran-saran bagi pihak terkait agar meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk membuat akta pengangkatan anak ?
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LAMPIRAN III

PEDOMAN OBSERVASI

A. Pedoman Observasi
Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian, yakni
melakukan  pengamatan  langsung tentang  implementasi  kebijakan
penyelenggaraan pencatatan akta pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, meliputi :
1. Mengamati lokasi dan keadaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Alamat dan lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Lubuklinggau
b. Jarak dari Pusat Kota ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Mengamati kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
a. Kesiapan loket pelayanan dan papan informasi
b. Lama waktu hingga mendapat pelayanan
c. Keaktifan dan kejelasan petunjuk dari petugas pelayanan
3. Mengamati kondisi fasilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Sarana dan prasarana sekolah
b. Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii Kota Lubuklinggau
4. Mengamati interaksi petugas pelayanan dengan masyarakat
a. Interaksi petugas dengan masyakarat, kepala seksi dengan
masyakarat, kepala bidang dengan masyarakat
b. Interaksi petugas loket dengan bidang-bidang di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau
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B. Penelusuran Dokumen
1. Melalui arsip tertulis dan dokumen pendukung
a. Profil Kota Lubuklinggau
b. Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Lubuklinggau
c. Perda Kota Lubuklinggau
2. Foto kondisi lingkungan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Lubuklinggau
a. Gedung dan bangunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Lubuklinggau
b. Ruangan bidang catatan sipil
c. Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Lubuklinggau
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DOKUMEN PELENGKAP

Prasarana (Kantor Disdukcapil Kota
Lubuklinggau

Ruang Seksi Pengangkatan Anak dan
Alat Pembuatan Akta Pengangkatan
Anak

Meja Pelayanan Catatan Sipil

Masyarakat Yang Sedang
Mengajukan Permohonan Akta
Pengangkatan Anak
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LEMBARAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 7 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai bukti identitas
din penduduk, penyetenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
sangat penting sebagai dokumen kependudukan;,

b. bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya pengaturan
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1892 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

5 Undang.............
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4114) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4235) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia
Nomor 4674),

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia 5038);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa izin Masuk dan
lzin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;

13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 ),

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 1ientang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN

PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kota adalah Kota Lubuklinggau.

Wilayah Kota adalah Wilayah Kota Lubuklinggau.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Lubuklinggau.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan
Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami seseorang pada instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan praturan perundang-undangan.

10. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.

11.Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan

berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Adminisirasi Kependudukan.

12. Petugas..............

87
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12.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab
memberikan pelayanan pelaporan Peristiva Kependudukan dan Peristiwa Penting serta
pengelolaan dan penyajian data kependudukan dalam Kota Lubuklinggau.

13.Kecamatan adalah kecamatan dalam Kota Lubuklinggau.
14. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kota Lubuklinggau.

15.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di
wilayah Kota Lubuklinggau.

16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
Warga Negara Indonesia.

17.Orang asing adalah orang bukan warga Negara indonesia.

18. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalan jangka waktu terbatas di
wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi
yang berwenang.

19.0Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik
Indonesia dan telah mendapat izin tinggatl tetap dari instansi yang berwenang.

20.Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal diluar domisili asli atau tempat
tinggal tetapnya.

21. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasiinya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

22.Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan
peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta
penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, Kartu Keluarga Kependudukan.

23.Pendaftaran perpindahan penduduk antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/
perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas / tetap dan WNIi yang
pindah datang ke / dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

24 Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena
perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

25. Kepala keluarga adalah :
a. Orang yang berlempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah
maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

borang.................
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b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau;

c. Kepala xesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang
bertempat tinggail bersama-sama.

26.Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal
dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah,
perkawinan atau ikatan lainnya.

27.Kartu Keluarga selanjutnya yang disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik
anggota keluarga.

28.KTP yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang
diterbitkan oieh Pemerintah Kota yang berlaku disefuruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

29. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas
yang dibangun di Kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan,
pengolahan dan pemuntakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk
penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.

30.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi
dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk
sejak saat kelahiran.

31.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia.

32.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

33. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan
kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.

34.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya singkat dengan SIAK, adalah
sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggaraan
dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

35.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada
Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses kependudukan sesuai
dengan izin yang diberikan.

36. Database..................
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36.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara
sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak,
perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

37.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan
pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada
register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan
sipil.

38. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya
yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

39.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan
perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

40. Penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan
dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan
kerusuhan sosial.

41.Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan
tugas khusus diluar daerah domisilinya.

42.Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa
kelahiran.

43, Peristiwa Penting adafah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,
lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

44 Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP dan /
atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat,
serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

BAB Il
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 2

(1) Penduduk wajib melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal

Terbatas dan orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat biodatanya.

(3} Pencatatan...........
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(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran
database kependudukan.

Pasal 3

(1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilakukan setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Pengantar dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :

Kutipan Akta Kelahiran;

ljazah/STTB,

KK;

KTP;

Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah ; dan
Kutipan Akta Perceraian.

OUh N

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi WN! yang datang dari luar negeri karena pindah
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. paspor,; atau
b. dokumen penggantian paspor.

(3) Pencatatan biodata bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. paspor,
b. kartu izin tinggal terbatas; dan
¢. buku pengawasan orang asing.

(4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. paspor;
b. kartu izin tinggal tetap; dan
c. buku pengawasan orang asing.

Pasal 4

(1) Pencatatan biodata penduduk di Kelurahan dilakukan dengan tata cara:

penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk;
petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristwa;

petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
lurah menandatangani formulir biodata penduduk.

eo oW

(2) Pencatatan.................
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(2) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:

a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validitas data penduduk;

b. camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan

c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada dinas
kependududukan dan Pencacatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen
biodata penduduk.

(3) Penerbitan dokumen biodata penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dilakukan dengan tata cara :

a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formuiir biodata penduduk serta
merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan nik; dan

b. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil menerbitkan dan menandatangani
dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat nik dengan sistem
informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

(1) WNIyang datang dari fuar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (2).

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
cara :

a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI;
b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

c. petugas registrasi mengisi dan menandatangani formuiir biodata penduduk dan
merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.

Pasal 6

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal
Tetap, untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dengan cara:

a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata
orang asing tinggal terbatas;

b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata
orang asing tinggal tetap;

c. petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

d. petugas register mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke
dalam database kependudukan untuk mendapatkan nik.
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Pasal 7

Ketentuan yang belum diatur tentang pendaftaran Penduduk akan diatur lebih lanjut daiam
Peraturan Walikota.

BAB Il

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
Pasal 8

(1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.

(2) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pad ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya
yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

BAB IV
PENERBITAN KARTU KELUARGA

Pasal 9
(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib melaporkan
susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan
Camat.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar penerbitan KK.

Pasai 10

(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
b. fotocopy dan menunjukan kutipan akta nikah / akta perkawinan ;

c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang datam wilayah negara
kesatuan republik indonesia; atau

d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota kelurga dalam KK bagi penduduk yang
mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasa! 9 ayat (1} dan ayat (2) dilakukan
setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. KK lama; dan

b. Kutipan Akta Kelahiran

(3) Perubahan............
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(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi
penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi persyartan sebagai berikut:

a.

b.

KK lama ;
KK yang akan ditumpangi;

Surat Keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah
Negara Keatuan Republik indonesia; dan/atau

Surat Keterangan datang dari fuar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena
pindah.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi orang asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap untuk  menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing
dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

C.

KK lama atau KK yang akan ditumpangi;
Paspor;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

C.

KK lama;
surat keterangan kematian; atau

surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik indonesia.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal
9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

C.

surat keterangan kehilangan dari Lurabh;
KK yang rusak;

fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dan salah satu anggota keluarga;
atau

dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 11

(1) Penduduk WN! dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) waijib
melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10.

(2) Proses.................
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(2) Proses penerbitan atau perubahan KK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a.
b.

penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan kk;

petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristwa kependudukan dan peristiwa
penting:

petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
Lurah menandatangani formulir permohonan KK;dan

Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat
sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

(3) Proses Penerbitan atau Perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan dengan cara:

a.
b.

C.

petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
Camat menandatangani formulir permohonan KK; dan

petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampini dengan kelengkapan
berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(4) Proses penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan dengan cara:

a.
b.

petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
penerbitan KK.
Pasal 12

(1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4).

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit memproses penerbitan dan perubahan KK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a.
b.
c.
d.

penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan kk;
petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan

penerbitan KK.

BABV
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUKUK

Pasal 13

(1) Penertitan KTP baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.  berusia........
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a. berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;

b. surat pengantar RT/RW dan Lurah;

c. melampirkan fotocopy:
1. Kartu Keluarga;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun;
3. Kutipan Akta kelahiran; dan

d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dilakukan setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
b. melampirkan fotocopy:
1. Kartu Keluarga;

2. Kutipan Akta Nikah/Aktia Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas)
tahun,

3. Kutipan Akta kelahiran; dan
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan

c. surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Pasal 14

(1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk atau orang asing yang memiliki izin
Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
b. fotocopy KK; dan

c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk atau orang asing yang memiliki 1zin
Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. surat keterangan pidah datang; dan

b. surat keterangan datang dari fuar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena
pindah.

(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk atau orang asing yang memiliki {zin
Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. fotocopy.................
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a. fotocopy KK;
b. KTP lama dan;
c. surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 15

(1) Penduduk wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan pasai 14;

(2) Proses penerbitan KTP di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan persyaratan sebagai berikut:

a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP;
Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

b
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; dan

e

petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk
dilaporkan kepada Camat.

(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
dilakukan dengan cara:

a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan

c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan
kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagai dasar penerbitan KTP.

(4) Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢, dilakukan dengan cara:

a. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
b. Penerbitan KTP.
Pasal 16
(1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan
dan Pecatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) dan Pasal 14,

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan KTP orang asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:

a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir
permohonan KTP orang asing;

b petugas.................
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b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
d. penerbitan KTP.

Pasal 17

Pelaksanaan Penerbitan dan Prosedur Pembuatan KK dan KTP serta Dckumen Kependudukan
Lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Standarisasi dan Spesifikasi biodata penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan
Kependudukan, diatur lebih 1anjut dengan Peraturan Walikota.

Kartu Tanda Penduduk Khusus
Pasal 19

(1) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta pencatat KTP khusus
direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus.

(2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan
dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Pencabutan KTP khusus bagi petugas rahasia yang sudah berakhir masa berlakunya wajib
menyerahkan KTP khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Pasal 20

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayzh Kota dilakukan
dengan memperhatikan kiasifikasi perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. dalam satu kelurahan;
b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
c. antar kecamatan dalam kota lubuklinggau;
d. antar kota dalam propinsi sumatera selatan; dan/atau

e. antar provinsi.
(3) Persyaratan...........
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(3) Persyaratan dan Prosedur perpindahan penduduk sebagaimana disebut pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasai 21

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat
Pengantar RT/RW, Lurah, Camat, Photo 4 x 6, KK dan KTP untuk mendapatkan surat
keterangan pindah.

(2) Surat Keterangan pindah diserahkan kepada penduduk yang pindah, KTP yang
bersangkutan dicabut oleh instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah.

(3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

(4) Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti
KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang
Bagi Orang Asing

Pasal 22

(1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah
dalam wilayah Kota wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).

(2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada
daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak diterbitkan surat keterangan pindanh.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
penerbitan atau perubahan KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal
Terbatas.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara Bagi VNI
Pasal 23

(1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di wilayah Kota dan bertempat tinggal
tetap berturut-turut selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih wajib mendaftarkan
diri kepada lurah dan camat paling lambat 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak diterbitkannya
Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.

(2) Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bukti perpindahan penduduk dan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan
Tinggal Sementara.

(3) Swrat.................
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(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara Bagi WNI

Pasal 24

(1) Setiap WNI yang bemmaksud pindah ke Luar Negeri dengan tujuan menetap untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan
kepindahannya kepada walikota melalui Camat setempat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

(3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di
Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Konsulat indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh hari) sejak kedatangannya.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI
Pasal 25
(1) Setiap Penduduk yang datang dari Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
kedatanganilya wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Lubuklinggau untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

(2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar
untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

(3) Setiap penduduk WNI yang tidak melaporkan peristiwa pendaptaran penduduk dan
pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal24  ayat

(3) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan saksi Administratif berupa denda sebesar
Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah)

(4) Setiap penduduk WNI yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi Administratif
berupa denda sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
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Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Datang dari Luar Negeri dan Perubahan Status dari Tinggal Terbatas
menjadi Tinggal Tetap bagi Orang Asing

Pasai 26

(1) Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kota Lubuklinggau, wajib
mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja, sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi (izin tinggal
terbatas).

(2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah
Kota harus memenuhi syarat keimigrasian.

(3) Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan Surat
Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 27

(1) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) sebagai bukti
diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintahan Kota sebagai penduduk
tinggal terbatas.

(2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal
Terbatas.

(3) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas berpergian tidak membawa surat
keterangan tempat tinggal dikenakan sanksi Administratif berupa denda sebesar
Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 28

(1) Penduduk orang asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk
orang asing tinggal tetap waijib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin
tinggal tetap dari imigrasi.

(2) Surat keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan
sebagai syarat dasar penerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Penduduk Pindah ke Luar Negeri Dan Ganti Nama
Bagi Orang Asing

Pasal 29

(1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2} Pencatatan..............
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(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah
Keluar Negeri.

Pasal 30

(1) Orang Asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib
melaporkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan ganti nama dari Pengadiian.

(2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk
penerbitan atau perubahan KK atau KTP.

(3) Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajiban melaporkan/mendaftarakan diri
sebagaimana dimaksud dalam Pasl 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1)
Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa denda paling
banyak Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah).

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengelolaan SIAK
Pasal 31

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 32

(1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan
dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan
pembangunan.

(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin
penyelenggara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

(4) Biaya atas pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dengan SIAK di bebankan kepada
APBD Kota Lubuklinggau.

(5) Hal — hal yang mengenai pelaksanaan pengelolaan SIAK akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
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Pasal 33

(1) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus
mendapatkan izin penyeienggara .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

(1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan.

(2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang
berdinas di Kota.

(3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan Walikota.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 35

(1) Pelaporan administrasi kependudukan disampaikan secara berfjenjang dari Keluran ke
Kecamatan yang diketahui oleh Lurah serta dari Kecamatan kepada Pemerintah kota
diketahui oleh Camat setempat dan diteruskan ke Provinsi Sumatera Selatan yang diketahui
oleh Walikota, setiap tanggal 10 bulan berjalan.

(2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas registrasi
yang ada di kelurahan dan kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IX
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 36

(1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kota berhak mendapatkan pelayanan Akta-Akia
Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Akta Kelahiran;

b. Akia Perkawinan;

¢. Akta Perceraian; dan

d. Akta Kematian.
(3) Penyelenggaraan.....
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(3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Bagian Kedua
Pelaporan Kelahiran

Pasal 37

(1) Setiap peristiwa kelahiran dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan
menyertakan syarat berupa surat kelahiran dari dokter/bidan, penolong kelahiran, nama dan
identitas saksi kelahiran, KK orang tua, KTP orang tua dan Kutipan Akta Nikah/Akta
Perkawinan orang tua.

(2) Pencatatan Peristiwa kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat pada register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Persyaratan Pelaporan peristiwa Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanju dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

(1) Setiap peristiwa kelahiran Penduduk Orang Asing waijib dilaporkan oleh orang tua atau
kuasanya kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak kelahiran dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal orang
tua bagi pemegang izin Tinggal Terbatas dan atau Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

(2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur iebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada
Register Akta Kefahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 39

(1) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asai usuinya oleh pelapor dilaksanakan
dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

(2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat
pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 40

(1) Pelaporan pencatatan kelahiran WNI yang terjadi di luar negeri dilaporkan oleh penduduk
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kelahiran dalam
database kependudukan.
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Pasal 41

(1) Pencatatan kelahiran anak diatas kapal laut atau pesawat terbang didaftarkan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh orang tua atau kuasanya dilaksanakan dengan
menvertakan surat keterangan kelahiran oleh nahkoda atau kapten pesawat terbang paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada
Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu
Pasa! 42

(1) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya meiebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Kelahiran yang Pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan
Pengadilan Negeri.

(3) Proseduritata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih fanjut dengan Peraturan Walikota.

(4) Setiap penduduk WNI yang tidak melaporkan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 20.000,00,- (dua
puluh ribu rupiah.

(5) Setiap penduduk WNI yang tidak melaporkan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25. 000,00,- (dua
puluh lima ribu rupiah).

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 43

(1) Pencatatan lahir mati kepada Lurah dengan menyertakan surat keterangan lahir mati dari
dokter/bidan/penolong kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

(2) Pencatatan lahir mati dilakukan oleh Lurah dengan mernerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data
kependudukan di kecamatan.

(4) pencatatan..............
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(4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

(5) Prosedurftata cara dan persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 44

(1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama/Pendeta selain
Agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puiuh) hari sejak peristiwa Perkawinan.

(2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar
pada Kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat
Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(3) Prosedur/Tata cara dan Persyaratan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat pada Register
Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
Pasal 45
(1) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Aagama (KUA) Kecamatan atas peristiwa perkawinan

disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah pencatatan perkawinan, untuk direkam kedalam database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan sebagaimana maksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk
penerbitan Akta perkawinan.

Pasal 46
(1) Kutipan Akta perkawinan WNI yang teijadi di luar negeri dilaporkan ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, selambat-tambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan
kembali ke Indonesia.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data perkawinan dalam
database kependudukan.
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Pembatalan Perkawinan
Pasal 47

(1) Setiap peristiva pembatalan perkawinan wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (erram puluh) hari setelah diterimanya salinan
putusan Pengadilan Negeri yang tefah memiliki kekuatan hukum tetap.

(2) Prosedur/Tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur iebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatat pada Register Akta Perkawinan dengan memberikan catatan pinggir dan
mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian
Pasal 48

(1) Setiap peristiwa Perceraian wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya
putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Prosedur/Tata Cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan Peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada
Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan
mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 49

(1) Data Hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan
penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, untuk direkam ke dalam database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan sebagaimana maksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk
penerbitan akta perceraian.
Pasal 50

(1) Kutipan Akta Perceraian WNI yang terjadi di Luar Negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan
atau kuasanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke indonesia.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data perceraian dalam
database kependudukan.

Pembatalan...........
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Pembatalan Perceraian

Pasal 51

(1) Setiap peristiwa pembatalan perceraian wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan
putusan pengadilan negeri tentang pembatalan perceraian yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap.

(2) Prosedurftata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan pembatalan perceraian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan pembatalan perceraian yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat pada Register Akta Perceraian dengan memberikan catatan pinggir dan
mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian.

Bagian Kelima
Pencatatan Kematian
Pasal 52

(1) Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

(2) Prosedur / Tata cara dan persyaratan pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat pada
Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 53

(1) Pencatatan pelaporan Kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan
jenazahnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit dengan menyertakan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau penetapan pengadilan mengenai kematian yang
hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

(2) Prosedur/ tata cara dan persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dicatat pada Register Akta
Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
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Pasal 54

(1) Pencatatan kematian Orang Asing wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
kematian dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang lzin
Tinggal Terbatas dan atau Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

(2) Pencatatan kematian yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada
Registrasi Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima pelaporan Kutipan Akta Kematian
WNI yang terjadi di luar negeri oleh pejabat konsuler melalui Departemen Dalam Negeri.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data kematian dalam
database kependudukan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 56

(1) Setiap Pengangkatan Anak yang teilah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negen wajib
dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-
fambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Neger.

(2) Prosedur/Tata cara dan Persyaratan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(3) Pelaporan Pengangkatan Anak dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran
dan Kutipan Akta Kelahiran dengan memberi catatan pinggir.

Pasal 57

(1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar
wilayah Negara Kesatuan Repubiik Indonesia dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke
indonesia.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pencatatan............

109

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42347 .pdf

Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 58

(1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak dari
ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua
yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan
perkawinan yang sah.

(3) Prosedur/Tata cara dan Persyaratan pencatatan pengakuan anak diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

(4) Pelaporan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register
Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 59

(1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
oleh orang tua, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang
bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana maksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang
agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan
yang sah.

(3) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan
orang tuanya dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akia
Kelahiran.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan

Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 60

(1) Setiap Perubahan Nama penduduk dilaporkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan
Pengadilan Negeri oleh penduduk.

(2) Prosedurftata cara dan persyaratan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil.

Pencatatan. ... ... ...
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Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 61

(4) Pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing
menjadi WNI dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa
perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara
pengucapan sumpah atau pemyataan janji setia oieh pejabat.

(5) Prosedurftata cara dan persyaratan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(6) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 62

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas
permintaan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis
kefamin.

(3) Prosedur/Tata cara dan Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Melaporkan Sendiri

Pasal 63

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat
dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada

orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu
karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi
kuasa.
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Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 64

(1) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan pembetulan Akta Pencatatan Sipii yang terjadi karena
kesalahan tulis redaksional atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh
penduduk.

(2) Prosedurftata cara dan persyaratan Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 65

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan
dengan syarat adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

(2) Prosedur/Tata cara dan persyaratan Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Pencatatan Pembatalan akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tata cara:

a. membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil;
b. menark dan mencabut kutipan Akta Catatan Sipil;
c. menerbitkan Akta Catatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retrbusi,
sebaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencarn, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
administrasi kependudukan;

c.meminta.............
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¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan
dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang administrasi kependudukan;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan / atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang -
undang Hukum Acara Pidana.

(6) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta
mekanismenya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 27 ayat
(3), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (4) dan Ayat (5) merupakan penerimaan kota.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

(1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada
instansi pelaksana dalam meijaporkan peristwa kependudukan dan peristiwa penting
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi
elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah).

(3} Seliap......................
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(3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00,-
(dua puluh lima juta rupiah)

(4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau
mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miyar rupiah)

(5) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau
anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu KTP
dipidana dengan pidana penjara paling iama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah).

(6) Daiam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan
tindak pidana pemalsuan dokumen pejabat yang bersangkutan akan dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Xli

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,
dto
H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
padatanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
dto

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010 NOMOR 7
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LEMBARAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

TR

Nomor 10 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat, diperiukan upaya dan usaha untuk
menambah sumber pendapatan daerah melalui Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil;

b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan
Daerah Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil periu
disesuaikan dengan penetapan Peraturan Daerah baru yang mengatur
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Pencatatan Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b periu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan
Sipit.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4114);

3. Undang...............
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan

Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cata Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

154
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

1.
12.

13.

14.

15.

Kota adalah Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Lubuklinggau.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintalh Kota yang bertanggungjawab dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Penduduk adalah Warga Negara indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di
wilayah Kota Lubuklinggau.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
Warga Negara Indonesia.

Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.

Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas
di wilayah Negara Republik Indonesia dan tetap mendapat izin tinggal terbatas dari instansi
yang berwenang.

Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik
Indonesia dan telah mendapat izin tiriggal tetap dari instansi yang berwenang.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan
Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan
peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta
penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu Keluarga Kependudukan.

16.Pendaftaran..............
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16. Pendaftaran perpindahan  penduduk antar Negara adalah pencatatan dan
pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan
WNI yang pindah datang ke / dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

17. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena
perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;

18. Kepala keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah
maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

¢c. Kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang
bertempat tinggal bersama-sama.

19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota
keluarga.

20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi
penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

21.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas
penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan meiekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk tndonesia.

22. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasitkan pelayanan
pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya di singkat SIAK, adalah
sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggaraan
dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

24.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan
pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada
register PenPencatatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan
PenPencatatan Sipil.

25. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya
yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

26. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan
perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

27. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

28 Jasa..............cciviiii,
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Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasiltas atau pemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan
tujuan dan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pelayanan adalah jasa yang diberikan Pemerintah Kota dalam proses pembuatan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pencatatan Sipil.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewaijiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB li
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil dipungut
retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retrnbusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
adalah pelayanan:

a.
b.

C.

KTP;
Kartu Keterangan bertempat tinggal;
KK;

Akta Pencatatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan
Akta Pengakuan Anak;

Pencatatan Pengesahan Anak; dan

Pencatatan Perubahan Nama dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, kecuali
masyarakat miskin.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang rmempercleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dalam wilayah Kota.

BABIL......cocoo
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BAB 1l
WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

Waijib Retribusi adalah Setiap orang pribadi dalam wilayah Kota yang mendapatkan pelayanan
pendaftaran penduduk dan Akta Pencatatan di wilayah Kota.

BAB vV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil termasuk
jenis Retribusi Jasa Umum.

BABV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jumlah pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan
Sipil yang diterbitkan.
BAB V!

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan

jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil hanya
memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB Vi
BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAGI WNI

Pasal 9

(1) Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud adalah :
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a. biaya cetak kartu tanda penduduk - Rp. 3.000,-
b. biaya pelayanan kartu tanda penduduk WNI :Rp. 10.000,-
c. biaya cetak blanko kartu keluarga " Rp. 4.000,-
d. biaya pelayanan kartu keluarga bagi WN! :Rp. 4.000.-

e. biaya penerbitan pendaftaran penduduk
sementara : Rp. 10.000,-

f. biaya cetak formulir-formulir pendaftaran
penduduk dan keterangan kependudukan lainya

per set :Rp. 3.000,-
g. akta perkawinan

1. dalam kantor :Rp. 75.000,-

2. luar kantor :Rp. 100.000,-
h. akta perceraian : Rp. 100.000,-
i. akta pengakuan anak . Rp. 100.000,-
j. akta kematian :Rp. 10.000.-
K. biaya surat keterangan pencatatan sipil " Rp. 5.000,-
I. pencatatan pengesahan anak > Rp. 100.000,-
m. pencatatan pengangkatan anak : Rp. 100.000,-
n. pencatatan perubahan nama :Rp. 100.000,-
0. pencatatan perubahan status kewarganegaraan - Rp. 250.000,-

BAB Viil

BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL BAGI ORANG ASING

Pasal 10

(1) Setiap Orang Asing dalam wilayah Kota yang mendapatkan pelayanan di bidang
pendaftaran penduduk dikenakan biaya retribusi.

(2) Pendaftaran penduduk bagi orang asing yang dikenakan biaya retribusi adalah pendaitaran
penduduk Orang Asing yang menjadi dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP, yaitu :

a. pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
b. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing;

¢. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memitiki izin
tinggal tetap;

d. pendudk..................
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d. penduduk yang melakukan perubahan kk;dan/atau
e. penduduk yang memperpanjang KTP.

Biaya retribusi untuk pelaporan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas dan perubahan status adaiah sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah).

Biaya retribusi untuk Kartu Keluarga Orang Asing adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh
fima ribu rupiah),

Biaya retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk Orang Asing adalah sebesar
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk perubahan status kewarganegaraan dan
perubahan nama Orang Asing dalam wilayah Kota akan diatur lebih lanjut dengan
peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Biaya Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing
Pasal 11

Setiap Orang Asing dalam Wilayah Kota yang mendapatkan pelayanan pelaporan
Pencatatan Sipil dikenakan biaya retribusi.

Pelaporan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing yang dikenakan biaya retribusi meliputi:
a. pencatatan perkawinan orang asing;

b. pencatatan pembataian perkawinan orang asing;

C. pencatatan perceraian orang asing;

d. pencatatan pembatalan perceraian orang asing;dan/atau

e. pencatatan kematian orang asing.

Biaya Retribusi Pencatatan Perkawinan Orang Asing di dalam kantor Rp. 150.000,-
(seratus tima puluh ribu rupiah).

Biaya retribusi Pencatatan Perkawinan Orang Asing di fuar kantor Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah).

Biaya Akta Perceraian Orang Asing adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Biaya Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan Anak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah).

Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Biaya Pencatatan Ganti Nama bagi Warga Negara Asing adalah sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

(9 Biaya.....c.cocvviceiiiii
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(9) Biaya Akta Kematian bagi Warga Negara Asing adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

(10) Biaya Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan
Pencatatan Sipil.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah
melalui Bendahara khusus penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

(4) Tata cara pelaksanaan penyetoran Retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga seoesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi dengan menggunakan STRD didahului surat teguran.

(2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran
dengan mengeiuarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis.

(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat
yang ditunjuk.
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BAB Xl

KEDALUWARSA
Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;

a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa
tersebut;

Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota;

Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB Xlii
PENYIDIKAN
Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di fingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Wewenang....................
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(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keierangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan / atau dokumen yang dibawa;

h. memctret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku daiam Undang -
undang Hukum Acara Pidana.

(5) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta
mekanismenya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan

Pemerintah Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumliah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Pelayanan Akta
Pencatatan Sipii dicabut dan dinyatakan tidak berlaku iagi.
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
padatanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,
dto
H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
padatanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010 NOMOR 10
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGS!I DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

4.Peraturan .....
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2012 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737});

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 537);

9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau {Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Lubuklinggau.

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Lubuklinggau.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional
dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas
teknis operasional.

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung tugas
Pemerintahan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang
menyelenggarakan pelayanan bidang kependudukan
dan catatan sipil.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan berianggungjawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan daerah di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil serta melaksanakan tugas pembantuan
yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Provinsi.

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan perencanaan teknis
pembangunan dan pengelolaan administrasi
kependudukan, catatan sipil dan  mobilitas
penduduk;

b. pelayanan kepada masyarakat di bidang
kependudukan, catatan sipil dan  mobilitas
penduduk;

c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang
kependudukan, catatan sipill dan  mobhilitas
penduduk;

d. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang
administrasi kependudukan, catatan sipil dan
mobilitas penduduk ;

e. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup
tugasnya; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota
sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
1. Seksi Mutasi Penduduk; dan
2. Seksi Peristiwa Kependudukan.

d. Bidang Informasi dan Kependudukan, membawah-
kan:

1. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
2. Seksi Pelayanan Informasi; dan
3. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi.

e. Bidang ...
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e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :

1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan
Pengesahan Anak; dan

2. Seksi Perkawinan dan Penceraian.
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengawasi,
membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan dan pelaksanaan program serta

melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk
menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan
Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi
perkantoran, administrasi keuangan dan
administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan
perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit
kerja; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai denngan tugas pokok dan fungsinya.
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Pasal 9

{1) Sub Bagian Umum, mempunyai  tugas sebagai
berikut :
a. menyusun rencana kegiatan urusan umum,

perlengkapan dan  pengelolaan administrasi
kepegawaian;

b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan
masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan

dokumentasi;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi
perkantoran, administrasi kepegawaian,

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban,
keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan
kantor dan asset lainnya;

f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan
pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
dinas;

g. melaksanakan pengurusan pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi
barang-barang inventaris;

h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan
penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan;

i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan bidang tugasnya; dan

j- melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. menyusun rencana kerja dan melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan dinas;

b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi
dan pembukuan anggaran keuangan dinas;

c. melaksanakan penyusunan laporan realisasi
keuangan, menyusun laporan keuangan secara
berkala dan menyusun laporan keuangan akhir
tahun;

d. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan
pelaporan dalam pengelolaan keuangan; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

{3) Sub Bagian...
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(3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perencanaan dan kegiatan di
bidang program, evaluasi dan pelaporan;

b. mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan
kegiatan di bidang program, evaluasi dan
pelaporan;

c. menghimpun, analisa dan evaluasi data untuk
pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan
penyusunan di bidang program, evaluasi dan
pelaporan;

d. menyusun rencana kerja pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan dokumentasi di bidang program,
evaluasi dan pelaporan;

e. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan
monitoring, evaluasi dan dokumentasi, serta
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran di
bidang program, evaluasi dan pelaporan;

f. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja di
bidang program, evaluasi dan pelaporan.

g. melaksanakan penataan dan perawatan dokumen
kependudukan dan catatan sipil;

h. menyusun laporan capaian kinerja dan realisasi
kinerja serta laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang program, evaluasi
dan pelaporan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pengendalian program kegiatan untuk bahan
penyusunan perencanaan kegiatan tahunan dinas;
dan

j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pendaftaran Penduduk
Pasal 10
Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang
pendaftaran penduduk.
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, Bidang Pendaftaran Penduduk

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyusun program dan kegiatan di bidang
pendaftaran penduduk;

b. merumuskan...
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b. merumuskan, pengkoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan Pendaftaran penduduk dan pengendalian
kependudukan;

c. memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi dan konsultasi administrasi kependudukan;

d. melayani pendaftaran penduduk dalam sistem
Informasi administrasi kependudukan;

e. menginventarisasi permasalahan pendaftaran
penduduk guna menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. menyusun rencana dan kegiatan pengendalian
dan pencatatan di bidang mutasi penduduk;

b. melaksanakan pencatatan mutasi dan perubahan
data penduduk dari peristiwa kependudukan,
meliputi pindah datang penduduk, perubahan
alamat, tinggal sementara serta perubahan status
tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

c. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran
berkas mutasi data penduduk sebelum pelayanan
dokumen kependudukan menggunakan SIAK;

d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta
koordinasi dalam pemantauan perkembangan,
pengawasan mutasi penduduk; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

{2) Seksi Peristiwa Kependudukan mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan kegiatan pendaftaran
penduduk;

b. melaksanakan pencatatan, pemutakhiran
(verifikasi dan validasi) dan biodata penduduk,
pelayanan pendaftaran penduduk untuk proses
penerbiatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
serta perubahannya;

c. merencanakan  kebutuhan  dokumen serta
formulir-formulir input data, blanko Kartu
Keluarga (KK}, blanko Kartu Tanda Penduduka
(KTP) atau surat keterangan kependudukan
lainnya;

d. melakukan pelayanan proses penerbitan dokumen
kependudukan berupa KK, KTP, atau surat
keterangan kependudukan lainnya melalui Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan

e. melaksanakan...

-8-
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e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Informasi Kependudukan

Pasal 13

Bidang Informasi Kependudukan mempunyai tugas
pokok merumuskan, melaksanakan sebagian tugas
Dinas dalam menganalisa, merumuskan, menyusun dan
melaksanakan kebijakan di bidang informasi
kependudukan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Bidang Informasi Kependudukan
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyusuin program dan kegiatan di bidang informasi
kependudukan;

b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
informasi dan kependudukan;

c. memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi dan konsultasi di bidang informasi dan
kependudukan;

d. melaksanakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK);

e. melaksanakan penataan dan perawatan dokumen
kependudukan dan catatan sipil; dan

f. melaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

{1) Seksi  Pengolahan dan Penyimpanan Data
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun konsep rencana kerja pelaksanaan di
bidang pengolahan dan penyimpanan data;

b. melaksanakan koordinasi guna penyiapan bahan
pengolahan data kependudukan, catatan sipil dan
pelaksanaan pelaporannya;

c. menyiapkan dan melaksanakan pengolahan,
penyajian dan penyimpanan data kependudukan
dan pencatatan sipil; dan

d. melaksanakan tuga melaksanaan tugas-tugas
lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

{2) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan di bidang

pelayanan informasi;
b. melaksanakan...

9.
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b. melaksanakan koordinasi guna penyiapan bahan
dan pelaksanaan pemberian pelayanan informasi
kependudukan dan catatan sipil;

c. memberikan pelayanan informasi kependudukan
dan catatan sipil dari hasil aplikasi SIAK; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sistemn dan Teknologi Informasi mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan, pengembangan dan pengoperasian
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK);

b. melakukan pengembangan perangkat lunak,
perangkat keras dan jaringan komunikasi data
kependudukan;

c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan teknis pengelolaan Sistem Informasi
Adiministrasi Kependudukan (SIAK);

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi
Adiministrasi Kependudukan (SIAK);

e. melaksanakan proses penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) melalui Sistem Informasi
Adiministrasi Kependudukan (SIAK); dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
cleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Catatan Sipil

Pasal 16

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok
merumuskan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas
dalam menganalisa, merumuskan, menyusun dan
melaksanakan kebijakan di bidang catatan sipil.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16, Bidang Catatan Sipil menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. menyusun program dan kegiatan di bidang catatan
sipil;

b. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksananakan
kebijakan di bidang catatan sipil;

c. melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas di
bidang catatan sipil;
d. memfasilitasi...

-10 -
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d. memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi dan konsultasi pelaksanaan di bidang
catatan sipil;

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan di
bidang catatan sipil; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi  Kelahiran, Kematian dan  Pengakuan
Penigesahan Anak mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pencatatan
di bidang kelahiran, kematian dan pengakuan
pengesahan anak;

b. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan
teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pencatatan di bidang kelahiran, kematian dan
pengakuan pengesahan anak;

c. melaksanakan pelayanan pencatatan di bidang
kelahiran, kematian dan pengakuan pengesahan
anak;

d. melaksanakan  penerbitan akta  kelahiran,

kematian dan perubahannya serta pengakuan
pengesahan anak;

e. melakukan pencatatan status kewarganegaraan
dan perubahan nama;

f. melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pencatatan kelahiran
dan kematian, serta  pencatatan status
kewarganegaraandan perubahan nama; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. menyusun rencana Kerja pelaksanaan pencatatan
di bidang perkawinan dan perceraian;

b. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan
teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pencatatan di bidang perkawinan dan perceraian;

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dalam pelaksanaan pencatatan di
bidang perkawinan dan perceraian;

d. melaksanakan pelayanan pencatatan di bidang
perkawinan dan perceraian;

e. melaksanakan penerbitan dokumen perkawinan
dan perceraian;

f. melaksanakan...

-11 -
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f. melaksanakan  pemantauan, evaluasi  dan
pelaporan penyelenggaraan pencatatan
perkawinan, perceraian dan peristiwa penting
lainnya; dan

g. melaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional
Dinas di lapangan;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Pasal 20
UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan

b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 21

UPTD dibentuk setelah memenuhi Kkriteria tertentu
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional Senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

{5) Kelompok....
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{5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas,
Kependudukan dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Walikota  inmi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto
H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 50

= Salinan sesuai dengan aslinya
- “KEPALA BAGIAN HUKUM

ASRON ERWADI! SH. M. Hum
PEMBINA /IV.a
NiP. 19660806 198803 1 004
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